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ABSTRAK 

Kebutuhan tanah sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat baik 

untuk penghidupan ekonomi maupun sosialnya. Saat ini dengan dinamisnya 

perkembangan perilaku di dalam masyarakat mengakibatkan ketidaksesuaian atau 

keterlambatan peraturan perundang-undangan untuk mengatur perbuatan atau 

praktik yang dilakukan oleh masyarakat. Termasuk didalamnya proses peralihan 

hak atas tanah melalui akta kuasa menjual notariil. Penulisan hukum ini bertujuan 

untuk mengetahui pembuatan akta kuasa menjual notariil dan kedudukan hukum 

akta kuasa menjual notariil dalam proses peralihan hak atas tanah. 

 Penulisan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Dapat diklasifikasikan 

yuridis sosiologis karena pendekatannya menggabungkan peraturan hukum yang 

berlaku dengan data yang diperoleh dari narasumber. Penelitian sumber data primer 

diambil dari wawancara penulis dengan Notaris/PPAT di Kabupaten Grobogan. 

Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, undang-undang, jurnal, dll 

yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dengan akta kuasa menjual notariil 

yang diuraikan secara deskriptif analitis. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peralihan hak atas tanah 

dengan akta kuasa menjual notariil diawali dengan pembayaran secara lunas atas 

suatu objek tanah, baik melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun 

tidak. Kedudukan hukum akta kuasa menjual notariil sebagai bentuk kepastian dan 

perlindungan hukum bagi pembeli yang telah melakukan kewajibannya. Oleh 

karena itu, berhak melakukan peralihan hak dengan penandatanganan Akta Jual 

Beli (AJB) di hadapan PPAT dan balik nama sertfikat di Kantor/Badan Pertanahan 

Nasional. Akta kuasa menjual notariil diatur secara eksplisit dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Hal ini akibat sifat terbuka dari Buku III 

KUHPerdata, terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata asas kebebasan berkontrak 

dan Pasal 1792-1819 KUHPerdata tentang pemberian kuasa. 

Kata Kunci : Akta Kuasa Menjual Notariil, Peralihan Hak Atas Tanah, 

Kepastian hukum 
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ABSTRACT 

The demand for land is one of the sources of community life for both 

economic and social livelihoods. Currently, with the dynamic development of 

behavior in society, it has resulted in a mismatch or delay in legislation to regulate 

actions or practices carried out by the community. This includes the process of 

transferring land rights through a notarial power of sale deed. This legal writing 

aims to find out the making of a notarial power of attorney deed and the legal 

position of a notarial power of attorney deed in the process of transferring land 

rights. 

 The writing uses a sociological juridical approach method by conducting 

observations and interviews with related parties. It can be classified as juridical 

sociological because the approach combines applicable legal regulations with data 

obtained from sources. Primary data sources were taken from the author's 

interview with Notary/PPAT in Grobogan Regency. While secondary data is 

sourced from books, laws, journals, etc. relating to the transfer of land rights with 

a notarial power of sale deed described descriptively analytically. 

 Based on the results of the research, it shows that the transfer of land rights 

with a notarial power of attorney deed begins with the full payment of a land object, 

whether through a Sale and Purchase Bond Agreement (PPJB) or not. The legal 

position of a notarial power of attorney deed as a form of legal certainty and 

protection for buyers who have performed their obligations. Therefore, it is entitled 

to transfer rights by signing a Sale and Purchase Deed (AJB) in front of a PPAT 

and transferring the name of the certificate at the National Land Office / Agency. 

Notarial power of sale deeds are explicitly regulated in Indonesian legislation. This 

is due to the open nature of Book III of the Civil Code, found in Article 1338 of the 

Civil Code on the principle of freedom of contract and Articles 1792-1819 of the 

Civil Code on the granting of power of attorney. 

Keywords : Deed of Notarial Power of Attorney to Sell, Transfer of Land Rights, 

Legal Certainty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Pada dasarnya setiap 

manusia melmbutuhkan lahan atau tanah selbagai salah satu pelnunjang 

kelhidupannya baik selbagai telmpat tinggal, belkelrja, belrkolmunikasi dan 

belrkelhidupan di masyarakat. Hampir seltiap kelgiatan manusia dilaksanakan di 

atasnya. Tanah selbagai salah satu sumbelr daya alam yang pelnting untuk 

kellangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia delngan tanah bukan 

hanya selkeldar telmpat hidup,1 teltapi juga belrnilai elkolnolmis dan sumbelr daya 

kellangsungan hidup umat manusia. Tanah melngandung makna yang 

multidimelnsiolnal. Pelrtama, dari sisi elkolnolmi tanah melrupakan sarana prolduksi 

yang dapat melndatangkan kelseljahtelraan. Keldua, selcara pollitis tanah dapat 

melnelntukan polsisi selselolrang dalam melngambil kelputusan masyarakat2 

Delwasa ini pelrkelmbangan kelbutuhan manusia telrhadap tanah lelbih 

celpat dibandingkan kelhadiran payung hukum yang melrupakan landasan 

kelpastian hukum masyarakat. Belrdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-

Undang Dasar NRI 1945 yang belrbunyi, “seltiap warga Nelgara Relpublik 

Indolnelsia belrhak atas pelngakuan, jaminan, pelrlindungan, dan kelpastian hukum 

 
1 Ruldil Prayetno, Pery Rehendra Sulcilpta, Henil Wildilyantil, 2020, Konsilnyasil Peniltilpan Ulang 

Gantil Rulgil Pada Pengadillan Negeril Tanjulngpilnang Terhadap Pembebasan Lahan Ulntulk 

Kepentilngan Ulmulm Dalam Pembangulnan Ilil Tapak Tower No. 14 Transmilsil 150 Kv Batam –Bilntan, 

Stuldent Onlilne Julrnal, Vol.1,No 1 
2 Leny Kulrnilawatil, 2018, Akta Perjanjilan Pengilkatan Julal Belil dan kulasa Menjulal Sebagail 

Bentulk Perlilndulngan Hulkulm Terhadap Pembelil Hak Atas Tanah, Julrnal Hulkulm dan Kenotarilatan, 

Vol. 2, No. 1, hlm 2 



2 

 

 

 

yang adil selrta pelrlakukan yang sama dihadapan hukum” nilai-nilai dalam pasal 

ini melngakar dan belrsumbelr dari nilai-nilai Pancasila yaitu Keladilan. Tak helran 

belbelrapa pelraturan yang dikelluarkan tidak dapat melngakolmoldasi kelpelntingan 

dan kelbutuhan masyarakat pelrihal pelrtanahan. Kelbutuhan manusia telrhadap 

tanah dapat diwujudkan salah satunya yaitu mellalui jual belli atau selsuai delngan 

pasal 37 Ayat (1) Pelraturan Pelmelrintah Nol. 24 Tahun 1997 Telntang 

Pelndaftaran Tanah dengan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, 

Dan Pendaftaran Tanah yakni belrbunyi “Pelralihan hak atas tanah dan hak milik 

atas satuan rumah susun mellalui jual belli, tukar melnukar, hibah, pelmasukan 

dalam pelrusahaan dan pelrbuatan hukum pelmindahan hak lainnya, kelcuali 

pelmindahan hak mellalui lellang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan delngan 

akta yang dibuat ollelh PPAT yang belrwelnang melnurut keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku”3 

Kelgiatan jual belli tanah dibutuhkan selselolrang yang belrwelnang dan 

belrkolmpelteln selrta belrprolfelsi yang cakap di bidangnya selhingga dapat 

melmbelrikan kelpastian hukum bagi pihak-pihak yang belkelpelntingan. Artinya 

pelrbuatan hukum pelralihan hak harus dilakukan di hadapan peljabat yang 

belrwelnang, yang belrpelran untuk belrtanggung jawab atas kelbelnaran dan 

kelabsahan pelrbuatan telrselbut supaya melndapatkan kelpastian dan pelrlindungan 

hukum. 

 
3 Peratulran Pemerilntah Nomor 24 Tahuln 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 Ayat (1) 
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Noltaris adalah peljabat umum yang belrwelnang untuk melmbuat akta 

autelntik dan melmiliki kelwelnangan lainnya selbagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau belrdasarkan Undang-Undang lainnya4. Delngan 

adanya jabatan noltaris ini tellah dibelrikan welwelnang ollelh Undang-Undang 

selbagaimana dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf  f  UU Nol 30 tahun 2004 Telntang 

Jabatan Noltaris yaitu Noltaris belrwelnang melmbuat akta yang belrkaitan delngan 

pelrtanahan. Delngan adanya kelwelnangan ini melnjadikan kelwelnangan selolrang 

Noltaris tak jarang belririsan delngan Peljabat Pelmbuat Akta Tanah (PPAT). 

Keldua jabatan ini melmiliki payung hukum yang belrbelda yaitu keltelntuan 

telntang PPAT diatur dalam Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 2016 

Telntang Pelrubahan Atas Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 37 Tahun 1998 Telntang 

Pelraturan Jabatan Peljabat Pelmbuat Akta Tanah, seldangkan Noltaris payung 

hukumnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2014 Telntang 

Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 telntang Jabatan 

Noltaris. Keldua jabatan diatas melmiliki welwelnang dan tugasnya masing-masing 

selbagaimana diatur dalam pelraturan pelrundang-undangan atau pelraturan lain 

yang melngaturnya. 

Kelwelnangan Noltaris melngelnai ihwal akta pelrtanahan antara lain yang 

dibuat Noltaris ialah Akta Kuasa Melnjual Noltariil atau pelmbelrian kuasa dalam 

belntuk akta noltaris, hal ini lahir karelna adanya suatu pelrikatan. Pelrikatan yaitu 

suatu pelrbuatan delngan satu olrang atau lelbih melngikatkan dirinya telrhadap satu 

 
4 Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2014 Tentang Perulbahan Atas Ulndang-ulndang Nomor 30 

Tahuln 2004 tentang Jabatan Notarils 
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olrang atau lelbih (Pasal 1313 KUH Pelrdata). Dalam pelmbuatan Akta, telntu 

selolrang Noltaris harus melngacu pada keltelntuan pasal 1320 KUH Pelrdata, yaitu 

telrdapat elmpat syarat sahnya suatu pelrjanjian yaitu selpakat melrelka mngikatkan 

diri, kelcakapan untuk melmbuat suatu pelrikatan, suatu hal telrtelntu, dan suatu 

selbab yang halal. Sellain keltelntuan telrselbut, juga belrlaku asas kelbelbasan 

belrkolntrak selbagaimana diatur dalam pasal 1338 Ayat (1) KUH Pelrdata yang 

belrbunyi “seltiap pelrjanjian yang dibuat selcara sah belrlaku selbagai undang-

undang bagi melrelka yang melmbuatnya”5 

Prolsels pelralihan hak atas tanah telrdapat belrbagai macamnya. Namun, 

yang belrkelnaan delngan Akta kuasa melnjual dibuat ollelh noltaris ini belrkaitan 

delngan prolsels jual belli tanah. Boleldi Harsolnol melnyatakan bahwa pelngelrtian 

jual belli tanah adalah pelrbuatan hukum yang belrupa pelnyelrahan Hak Milik 

(pelnyelrahan tanah untuk sellama-lamanya) ollelh pelnjual kelpada pelmbelli, yang 

pada saat itu juga pelmbelli melnyelrahkan harganya kelpada pelnjual. Jual belli 

yang melngakibatkan belralihnya hak milik atas tanah dari pelnjual kelpada 

pelmbelli itu telrmasuk dalam hukum agraria atau hukum tanah6. Seltiap pelralihan 

maupun pelmbelbanan hak-hak atas tanah, baik hak milik maupun hak-hak atas 

tanah lainnya yang dapat dialihkan atau dibelbani haknya, maka melnurut 

pelraturan pelrundang-undangan wajib didaftarkan.7 

 
5 Rosa Lilanda Ilslamil, Dahlan, Sulhailmil, 2020, Penggulnaan Akta Kulasa Menjulal Sebagail 

Jamilnan Pelulnasan Ultang Dalam Peralilhan Kepemillilkan Hak Millilk Atas Tanah, Julrnal Magilster 

Hulkulm Uldayana, Vol. 9, No. 4, hlm. 840. 
6 Boedil Harsono, 1971, Ulndang-Ulndang Pokok Agrarila, Ilsil dan Pelaksanaannja, 

Djambatan, Jakarta, hlm. 135. 
7 Paulluls Meldilf  Dilka Pratama, 2017, Akilbat Hulkulm Akta Kulasa Menjulal Lepas Yang Dilbulat 

Dalam Pembulatan Akta Julal Belil Tanah dan Bangulnan Oleh Notarils, Julrnal Akta, Vol. 4, No. 4, 

hlm. 722. 
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Pelndaftaran Tanah di Indolnelsia diatur dalam Pelraturan Pelmelrintah 

Nolmolr 24 Tahun 1997 telntang Pelndaftaran Tanah (Lelmbaran Nelgara Tahun 

1997 Nolmolr 59, Tambahan Lelmbaran Nelgara Nolmolr 3696). Dan 

perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah 

Selbagaimana bunyi Pasal 1 Angka 9  

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur 

meliptrti pengurnpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

rnengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah 

Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 

bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang 

Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan 

Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” 

 

Salah satu belntuk pelrbuatan hukum yang telrkait tanah yaitu telrkait 

pelralihan hak atas tanah, dari prolsels pelralihan hak atas tanah timbul belrbagai 

prolblelmatika dan pelrmasalahan utama dan klasik yang selring telrjadi di 

masyarakat, delngan belrbagai macam cara prolsels pelralihan yang telrjadi 

melnimbulkan masalah baik selcara lelgal maupun ilelgal dalam prolse ls 

pelnelrapannya.8 Salah satunya yaitu mellalui surat kuasa melnjual yang dibuat 

ollelh noltaris dalam prolsels pelralihan hak atas tanah.  

Noltaris selbagai peljabat umum yang dibelrikan kelwelnangan untuk 

melmbuat akta oltelntik telrhadap seltiap pelrbuatan atau pelristiwa hukum yang 

diharuskan ollelh pelraturan pelrundang-undangan  dan/atau kelpelntingan para 

 
8 Lilsca Vontya Arilfiln, 2020, “Kulasa Menjulal Notarilill Yang Dilgulnakan sebagail Dasar 

Pembulatan Akta Julal Belil (AJB) Hak Atas Tanah, Tesils Fakulltas Hulkulm Ulnilversiltas Ilslam 

Ilndonesila, Yogyakarta, hlm 18. 
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pihak. Noltaris dalam jual-belli tanah dapat melmbuat pelrjanjian belrupa 

Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli (PPJB). Noltaris juga belrwelnang melmbuat Surat 

Kuasa Melnjual yang melrujuk pada PPJB telrselbut9. Akta Kuasa Melnjual ini 

dilakukan ollelh para pihak melliputi si pelmbelri kuasa dan si pelnelrima kuasa. 

Pelmbelrian kuasa ini atas dasar pelrseltujuan pelmbelri kuasa delngan olrang lain 

yang melnelrima kuasanya untuk mellakukan suatu pelrbuatan atau Tindakan “atas 

nama” si pelmbelri kuasa. Delngan delmikian belrdasarkan keltelntuan pasal 1792 

KUH Pelrdata yang melmiliki sifat “pelrwakilan” atau “melwakili”, “melwakilkan” 

maksudnya ialah pelmbelri kuasa melwakilkan/melwakili/melwakilkan kelpada 

pelnelrima kuasa untuk melngurus, mellakukan, dan belrtindak atas kelpelntingan 

pelmbelri kuasa. Adapun arti kata “atas nama” yang dimaksud pasal ini adalah si 

pelnelrima kuasa belrbuat atau belrtindak melwakili si pelmbelri kuasa.10 

Kelbelradaan PPJB dan diiringi delngan akta kuasa melnjual melrupakan 

salah satu dari prolsels pelralihan hak atas tanah. Pelrlu dikeltahui kelselpakatan jual 

belli yang dibuat dihadapan Noltaris bellumlah melngalihkan hak kelpelmilikan hak 

atas tanah selbagaimana jual belli yang dibuat ollelh PPAT.11 Hal ini dikarelnakan 

kelselpakatan Jual Belli yang dibuat dihadapan Noltaris atau yang biasa diselbut 

Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli (sellanjutnya diselbut PPJB) bukanlah pelrjanjian 

jual belli dalam artian yang selbelnarnya, mellainkan hanyalah suatu pelrjanjian 

 
9 Mulchammad Ekky Prandilka & Sulprilyadil, 2021, Akilbat hulkulm terhadap sulrat kulasa 

menjulal yang dilbulat secara notarilill dalam penjatulhan pajak terhultang, Julrnal Cakrawala Hulkulm, 

Vol. 12, No. 3, hlm. 328 
10 Yahya Harahap, 1986,  Segil-segil Hulkulm Perjanjilan, Alulmnil, Bandulng, hlm. 306. 
11 Moch. Syamsuldiln, Dwil Nensy Permata Soeyoto, 2022, Kewenangan Notarils Terhadap 

Akta Kulasa Julal Sebagail Tilndak Lanjult Dalam Ilkatan Julal Belil, Julrnal Sosilal dan Buldaya Syar’Il, 

Vol. 9, No. 3, hlm. 802 
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kelselpakatan untuk mellakukan jual belli.12 Selhingga keldua prolduk hukum 

telrselbut melrupakan prolduk Noltaris. Keldua prolduk noltaris ini melmuat 

kelhelndak dari para pihak yang belrfungsi selbagai pelrjanjian pelndahuluan 

pelngalihan hak milik atas barang belrgelrak atau tidak belrgelrak dan banyak 

digunakan dalam dunia kelnoltarisan.13 

Keltiadaan kelpastian hukum melngelnai akta kuasa melnjual dalam prolsels 

pelralihan hak atas tanah selring melnimbulkan pelrmasalahan lain belrikutnya. 

Pellaksanaan pelmbuatan akta kuasa melnjual noltariil yang dibuat belrdasarkan 

PPJB ini hasil dari pelnelmuan hukum yang belrkelmbang melngikuti kelbutuhan 

dan kelpelntingan masyarakat. Hal ini melrupakan implikasi dari prolsels pelralihan 

hak atas tanah yang cukup rumit yaitu pelrlunya pelrlelngkapan dan kelsiapan 

dolkumeln-dolkumeln administrasi selrta pelmbayaran tanah yang harus lunas 

telrlelbih dahulu. Telntu pelrbuatan jual belli hak atas tanah, akta jual bellinya harus 

dibuat ollelh peljabat yang belrwelnang dimana akta jual belli telrselbut melrupakan 

akta oltelntik yang belntuk dan isinya diatur ollelh pelraturan pelrundang-undangan. 

14Kelmudian belrdasarkan Instruksi Melntelri Dalam Nelgelri Nolmolr 14 Tahun 

1982 Telntang Larangan Pelnggunaan Kuasa Mutlak Selbagai Pelmindahan Hak 

Atas Tanah. Hal ini melnyelbabkan implikasi dari pellaksanaan pelmbuatan akta 

kuasa melnjual noltariil telrhadap prolsels pelralihan hak atas tanah.selpelrti yang 

telrjadi di Kantolr Noltaris Kabupaten Grobogan pelnelrapan dalam praktik 

 
12 Ilbild, hlm. 802 
13 Aguls Dwil Haryanto, 2023, Prilnsilp Kehatil-hatilan Dalam Membulat Akta Kulasa Menjulal, 

Julrnal Bevilndilng Fakulltas Hulkulm Ulnilversiltas Ilslam Batilk Sulrakarta, Vol. 01, No. 01, hlm. 103. 
14 Mulchammad Ekky Prandilka & Sulprilyadil, Op. Cilt., hal 328 
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keldudukan hukum akta kuasa melnjual yang dibuat ollelh noltaris telrhadap prolse ls 

pelralihan hak atas tanah. 

Selmakin maraknya masyarakat mellakukan prolsels jual belli hak atas 

tanah, belrbanding lurus telrhadap melningkatnya pelnggunaan akta kuasa melnjual 

noltariil. Melnimbulkan belrbagai pelrtanyaan bagaimana selbelnarnya keldudukan 

akta kuasa ini dalam pelralihan hak atas tanah dan bagaimana prolse ls 

pelmbuatannya. Ollelh selbab itu, pelnulis melnyusun kelpelnulisan hukum atau 

skripsi delngan judul “KEDUDUKAN HUKUM AKTA KUASA MENJUAL 

NOTARIIL DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH” 

 

B. Rumusan Masalah 

Seltellah melmpelrhatikan uraian di atas, maka pelnulis melrumuskan 

pelrmasalahan selbagai belrikut: 

1. Bagaimana prolsels pelmbuatan Akta Kuasa Melnjual Noltariil? 

2. Bagaimana keldudukan hukum Akta Kuasa Melnjual Noltariil dalam prolsels 

pelralihan hak atas tanah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan latar bellakang dan pelrumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai ollelh pelnulis adalah selbagai belrikut: 

1. Untuk melngeltahui bagaimana prolsels pelmbuatan akta kuasa melnjual noltariil 

dalam prolsels pelralihan hak atas tanah. keldudukan atau lelgalitasnya dalam 

prolsels pelralihan hak atas tanah. 
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2. Untuk melngeltahui dan melmahami makna keldudukan hukum akta kuasa 

melnjual noltariil dalam prolsels pelralihan hak atas tanah mellalui jual belli.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Diharapkan dari hasil pelnellitian ini melmbelrikan manfaat dan kelgunaan 

selcara telolritis dan praktis. selbagai belrikut: 

1. Selcara Telolritis hasil pelnellitian hukum ini diharapkan melmiliki manfaat, 

yaitu: 

a. Hasil pelnellitian ini diharapkan melmbelrikan kolntribusi dan sumbangsih 

pelmikiran yang melmpelrkaya wawasan ilmu hukum, dan telrkhusus pada 

ruang lingkup hukum pelrdata telrkait akta kuasa melnjual noltariil dalam 

prolsels pelralihan hak atas tanah. 

b. Hasil pelnlitian ini diharappkan dapat melmpelrluas khasanah litelratur 

kelpustakaan telntang “keldudukan hukum akta kuasa melnjual noltariil 

dalam prolsels pelralihan hak atas tanah”. 

c. Hasil pelnellitian ini dapat dijadikan selbagai bahan untuk pelnellitian 

sellanjutnya melngelnai bagaimana keldudukan hukum akta kuasa melnjual 

yang dibuat noltaris dalam rangka pelralihan hak atas tanah mellalui jual 

belli.   

d. Dapat melmpelrluas dan melnambah ilmu bagi pelnulis sellaku pihak yang 

mellakukan pelnellitian. 

2. Manfaat Praktis 

 Adapun manfaat praktis dari pelnellitian ini diharapkan melmiliki 

manfaat selbagai belrikut: 
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a. Bagi Pelnulis 

Untuk melmbelrikan jawaban atas pelrmasalahan yang dibahas atau 

yang ditelliti guna melningkatkan wawasan pelnulis. Dan juga selbagai 

salah satu indikatolr pelncapaian sellama masa pelrkuliahan selkaligus 

untuk melmelnuhi salah satu syarat dipelrollelhnya gellar sarjana hukum di 

Fakultas Hukum Univelrsitas Islam Sultan Agung Selmarang. 

b. Bagi Masyarakat 

Untuk melmbelrikan pelmahaman dan wawasan kelpada masyarakat 

supaya lelbih melmahami melngelnai melkanismel pelralihan hak atas tanah 

yang dilakukan mellalui jual belli delngan akta kuasa melnjual yang dibuat 

ollelh noltaris. 

c. Bagi Pelmelrintah 

Selbagai bahan relfelrelnsi untuk pelmelrintah dan pihak yang 

belrwelnang atau piha-pihak yang belrkelpelntingan dalam upaya 

melngambil Langkah dan masukan ataupun sumbangan pelmikiran telrhadap 

kelbelradaan akta kuasa melnjual noltariil dalam prolsels pelralihan hak atas 

tanah untuk kelmaslahatan masyarakat banyak dan delmi kelpelntingan 

umum. 

 

E. Terminologi 

Telrminollolgi adalah ilmu telntang pelristilahan dan melnginfolrmasikan arti 

kata yang telrkandung dalam judul pelnellitian, dalam pelnellitian ini pelnulis 

melngangkat judul “KEDUDUKAN HUKUM AKTA KUASA MENJUAL 
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NOTARIIL DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH”. 

Belrdasarkan judul telrselbut, maka pelnjellasannya diuraikan selbagai belrikut: 

1. Keldudukan Hukum 

Keldudukan hukum atau lelgal standing melnurut Harjolnol di dalam 

buku Kolnstitusi Selbagai Rumah Bangsa melnjellaskan bahwa lelgal standing 

adalah keladaan dimana selselolrang atau sutu pihak ditelntukan melmelnuhi 

syarat dan ollelh karelna itu melmpunyai hak untuk melngajukan pelrmolholnan.15 

Artinya kelbelradaan hukum yang hidup ditelngah-telngah masyarakat 

melmiliki pelranan yang stratelgis, dan hidup dalam pelrgaulan di masyarakat, 

pelrkelmbangan hukum juga dipelngaruhi ollelh pelrkelmbangan  dan pelrubahan 

yang belrlangsung di dalamnya. Cicero; hukum tidak dapat dipisahkan 

delngan masyarakat (ubi sociates ibi ius) selbab antara kelduanya melmiliki 

hubungan timbal balik. Soerjono Soekanto melngatakan; bahwa prolsels 

hukum belrlangsung didalam satu jaringan atau systelm solcial yang 

dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimelngelrti 

delngan jalan melmahami systelm solcial telrlelbih dahulu dan bahwa hukum 

melrupakan suatu prolsels.16  

Dalam keltelntuan Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2014 Telntang 

Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Noltaris (UUJN) telrselbut pada intinya melnyatakan bahwa tugas utama 

 
15 Bernadetha Aulrelila Oktavilra, https://www.hulkulmonlilne.com/klilnilk/a/pengertilan-illegal-

standilng-il-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/ dilakses pada 15 Maret 2024, pulkull 20.49 WIlB 
16 https://acceleneuln.blogspot.com/2013/03/d.html?m=1 dilakses pada tanggal 16 Maret 

2024, pulkull 21.44 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/
https://acceleneun.blogspot.com/2013/03/d.html?m=1
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selolrang noltaris adalah melmbuat akta-akta oltelntik.17 Kelmudian belrdasarkan 

pasal 1870 KUH Pelrdata bahwa suatu akta oltelntik melmbelrikan kelpada para 

pihak yang melmbuatnya suatu bukti yang selmpurna telntang apa yang dimuat 

di dalamnya. 18 selhingga keldudukan hukum melrupakan salah satu aspelk 

yang pelnting belrkaitan delngan pelrlindungan hukum warga nelgara atas 

pelrbuatan baik yang belrsifat kolnkrit atau umum. 19 

2. Akta Kuasa Menjual Notariil 

Akta kuasa melnjual noltariil adalah selbuah surat kuasa atau akta yang 

dibuat ollelh selolrang noltaris belrdasarkan kelwelnangannya atas kelpelntingan 

atau melwakili pelmbelri kuasa dalam mellakukan tindakan atau pelrbuatan 

hukum yang dibelrikan atau diwajibkan kelpada pelnelrima kuasa untuk 

mellakukan kelpelntingan dan atas nama pelmbelri kuasa. Pelmbelrian kuasa 

noltariil melrupakan pelmbelrian kuasa dalam belntuk telrtulis yang dibuat ollelh 

peljabat noltaris. Surat Kuasa Melnjual dapat dibuat melngikuti Pelrjanjian 

Pelngikatan Jual Belli (PPJB) maupun tidak. Hal ini melrupakan pelmbelrian 

kuasa dari pelnjual kelpada pelmbelli untuk mellindungi kelpelntingan pelmbelli 

manakala selmua pelrsyaratan jual belli di dalam Pelrjanjian Pelngikatan Jual 

Belli tellah telrpelnuhi.20 Selhingga delngan adanya akta kuasa melnjual 

melmbelrikan pelrlindungan kelpada pelmbelli yang tellah melmbayar lunas harga 

 
17 Rosnildar Sembilrilng, 2018, Keduldulkan Akta Otentilk yang Dilbulat Dilhadapan Notarils 

dalam Hulkulm Pembulktilan Acara Perdata, Julrnal Prosildilng Fakulltas Hulkulm Ulnilversiltas Sulmatera 

Ultara, hlm. 3-4. 
18 Ilbild, hlm 11 
19 Oce Madrill & Jery Hasilnanda, 2021, Perkembangan Keduldulkan Hulkulm (Legal Standilng) 

Dalam Penguljilan Admilnilstratilf Dil Pengadillan Tata Ulsaha Negara Dan Uljil Materil Dil Mahkamah 

Agulng, Julrnal Hulkulm & Pembangulnan UlGM, Vol. 51, No. 4, hlm. 952.   
20 Lilsca Vontya Arilfiln, Op. Cilt., hal 35 
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tanah dapat melwakili pelnjual untuk melmbuat akta jual belli dihadapaan 

PPAT, karelna dalam belbelrapa kasus, pelnjual belrhalangan hadir dalam 

prolsels pelmbuatan AJB di hadapan PPAT.  

Selmua yang telrtuang dalam akta kuasa melnjual noltariil merupakan 

pemberian kuasa baik yang berasal dari Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli 

(PPJB) maupun tidak. PPJB melrupakan pelrjanjian pelndahuluan. Akta kuasa 

melnjual yang dipelrbollelhkan dalam prolsels pelralihan hak atas tanah ialah akta 

kuasa yang tidak dapat dicabut kelmbali tanpa pelrseltujuan yang dibelri kuasa 

(kuasa substitusi). Seldangkan, akta kuasa melnjual yang dilarang melnurut 

Instruksi Melntelri Dalam Nelgelri Nolmolr 14 Tahun 1982 telntang Larangan 

Pelnggunaan Kuasa Mutlak Selbagai Pelmindahan Hak Atas Tanah yaitu 

pelnggunaan akta kuasa melnjual mutlak yang belrarti kuasa di dalamnya 

melngandung unsur tidak dapat ditarik dan/atau dicabut kelmbali ollelh pelmbelri 

kuasa.  

3. Peralihan Hak Atas Tanah 

Pelralihan hak atas tanah ialah suatu pelrbuatan hukum yang belrkaitan 

delngan tanah. Pelralihan hak atas tanah adalah belrpindahnya kelpelmilikan hak 

atas suatu bidang tanah dari pelmelgang hak selmula kelpada pelmelgang hak 

yang baru karelna suatu akibat, pelristiwa, atau pelrbuatan hukum telrtelntu.21 

Pada dasarnya hak atas tanah dapat dipelrollelh dan juga telrdapat belbelrapa hal 

yang melnyelbabkan lelpas atau hapusnya hak atas tanah baik karelna prolse ls 

pelralihan, pelmbelbasan, ataupun pelncabutan hak atas tanah. Belrdasarkan 

 
21 Mulchammad Ekky Pranandilka & Sulprilyadil, Op. Cilt., hal 327 
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keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan pelralihan hak atas tanah telrdapat 2 

(dua) cara yaitu belralih dan dialihkan. Seldelrhananya, belralihnya tanah dapat 

telrjadi delngan selndirinya tanpa pelrlu mellalui pelrbuatan hukum telrtelntu 

misalnya pelralihan hak atas tanah karelna pelwarisan dan hak atas tanahnya 

belralih kelpada ahli waris. Seldangkan, dialihkan melmelrlukan suatu pelrbuatan 

hukum telrtelntu yang dilakukan delngan sadar ollelh pelmelgang haknya, 

misalnya jual belli. 

Pelralihan hak atas tanah didasarkan pada Pelraturan Pelmelrintah 

Nolmolr 10 Tahun 1961 Telntang Pelndaftaran Tanah (PP Nol. 10 Tahun 1961) 

selbagaimana tellah diubah delngan Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 

1997 Telntang Pelndaftaran Tanah (PP Nol. 24 Tahun 1997).22 Dalam pasal 37 

ayat (1) PP Nol. 24 tahun 1997 diselbutkan bahwa: 

“Pelmindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

mellalui jual belli, tukar melnukar, hibah, pelmasukan dalam pelrusahaan 

dan pelrbuatan hukum pelmindahan hak lainnya, kelcuali pelmindahan 

hak mellalui lellang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan delngan akta 

yang dibuat ollelh PPAT yang belrwelnang melnurut keltelntuan pelraturan 

pelrundang – undangan yang belrlaku.” 

 

 

F. Metode Penelitian 

Meltoldel atau lelbih selring dikelnal delngan meltoldollolgi pelnellitian pada 

dasarnya ialah langkah dan prolseldur yang akan dilakukan dalam 

melngumpulkan data dan/atau infolrmasi elmpiris untuk melmelcahkan selbuah 

pelrmasalahan dan/atau melnguji hipoltelsis pelnellitian.23 Atau melrupakan tata 

 
22 Pultril Ayul Trilsnawatil, Jenils –Jenils Peralilhan Hak Atas Tanah | Persekultulan Perdata Donil 

Buldilono & Rekan (pdb-lawfilrm.ild) dilakses tanggal 17 Maret 2024, pulkull 05.30 . 
23 Benil Ahmad Saebanil, 2008, Metode Peneliltilan Hulkulm, Cetakan 1, Pulstaka Setila, 

Bandulng, hlm. 77 

https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/
https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/
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cara pelnyellelsaian masalah selcara ilmiah delngan melndapatkan data-data dari 

olbjelk pelnellitian yang akan dianalisis kelmudian guna untuk melndapatkan fakta 

yang selbelnarnya. Meltoldel pelnellitian yang digunakan dalam pelnellitian ini 

adalah: 

 

1. Pelndelkatan Pelnellitian 

Dalam pelnulisan hukum atau skripsi yang belrjudul Keldudukan 

Hukum Akta Kuasa Melnjual Notariil dalam Prolsels Pelralihan Hak Atas 

Tanah pelnulis melnggunakan pelndelkatan pelnellitian yuridis solsiollolgis. 

Pelnellitian yuridis solsiollolgis adalah pelnellitian yang dilakukan delngan cara 

melnelliti dan melnellaah telrhadap pelraturan yang belrlaku dan pellaksanaan 

atau praktik yang belrlangsung di masyarakat. Selhingga pelnellitian ini 

melnggunakan data primelr selbagai belntuk usaha pelnulis implelmelntasi 

keltelntuan hukum nolrmatif dalam praktik prolsels pelralihan hak atas tanah 

mellalui jual belli melnggunakan akta kuasa melnjual yang dibuat ollelh noltaris. 

Dapat dikatakan pelndelkatan yuridis solsiollolgis karelna pelnggabungan antara 

pelndelkatan yang dipelrollelh dari pelraturan pelrundang-undangan hukum dan 

telrkait delngan data yang dipelrollelh langsung baik dari relspolndeln maupun 

narasumbelr yang belrkaitan delngan pelnellitian ini. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Belrdasarkan pelndelkatan pelnellitian yang digunakan pelnulis adalah 

pelndelkatan yuridis solsiollolgis. Maka pelnellitian ini belrsifat delskriptif analitis 

yang dilakukan delngan cara melnganalisis dan melndelskripsikan selcara jellas, 
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rinci, melnyelluruh dan sistelmatis data-data di lapangan yang belrhubungan 

delngan keldudukan hukum akta kuasa melnjual noltariil dalam prolse ls 

pelralihan hak atas tanah yang kelmudian dikaitkan melnggunakan pelraturan 

pelrundang-undangan yang belrlaku. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam prolsels pelnellitian ini pelnulis melnggunakan jelnis dan sumbelr 

data belrupa data primelr dan data selkundelr. Adapun selbagai belrikut: 

a. Data Primelr 

Data primelr adalah data yang dikumpulkan selcara langsung ollelh 

pelnulis mellalui wawancara, olbselrvasi, surveli elkspelrimeln, ataupun 

kuelsiolnelr yang hasilnya belrupa data melntah yang harus diollah lagi ollelh 

pelnulis. Dalam pelnellitian ini pelnulis melmpelrollelh data primelr dari hasil 

olbselrvasi dan wawancara yang dilakukan delngan pihak Noltaris/PPAT 

dan Staff. 

b. Data Selkundelr 

Data selkundelr adalah data yang dipelrollelh dari hasil pelnellaahan 

kelpustakaan atau pelnellaahan telrhadap belrbagai litelratur atau bahan 

Pustaka yang belrkaitan delngan masalah atau matelri pelnellitian.24 Data 

selkundelr ini digunakan untuk melmbantu mellelngkapi dan melnunjang 

hasil dari data primelr baik belrupa pelraturan pelrundang-undangan, 

 
24 Mulktil Fajar, Yullilanto Achmad, 2015, Dulalilsme Peneliltilan Hulkulm-Normatilf dan Empilrils, 

Pulstaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 156 
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pelndapat para ahli, buku-buku, jurnal, artikell, hasil pelnellitian, dolkumeln, 

maupun masalah yang masih belrkaitan delngan pelnellitian ini. 

 

 

 

1) Bahan Hukum Primelr 

Bahan hukum primelr yaitu bahan hukum yang belrsifat oltolritas. 

Adapun bahan hukum primelr yang digunakan ollelh pelnulis selbagai 

belrikut:  

a) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indolnelsia Tahun 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata; 

c) Undang-Undang Nolmolr 5 Tahun 1960 Telntang Pelraturan Dasar 

Polkolk-Polkolk Agraria; 

d) Undang-Undang Nolmolr 4 Tahun 1996 telntang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Belselrta Belnda-Belnda Yang Belrkaitan Delngan 

Tanah; 

e) Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 Telntang Jabatan 

Noltaris; 

f) Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2014 Telntang Pelrubahan Atas 

Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 Telntang Jabatan 

Noltaris; 

g) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 1997 telntang 

Pelndaftaran Tanah; 
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h) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 2016 Telntang Pelrubahan 

Atas Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 37 Tahun 1998 Telntang 

Pelraturan Jabatan Peljabat Pelmbuat Akta Tanah; 

i) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

j) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 18 Tahun 2021 tentang Hak 

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pendaftaran Tanah. 

2) Bahan Hukum Selkundelr 

Bahan hukum selkundelr yaitu bahan hukum yang digunakan 

selbagai pelndukung, pelnunjang dan mellelngkapi bahan hukum 

primelr. Bahan hukum selkundelr telrdiri dari buku-buku, jurnal, artikell 

atau selgala publikasi hukum yang bukan melrupakan dolkumeln-

dolkumeln relsmi. 

3) Bahan hukum telrsielr 

Bahan hukum telrsielr ialah bahan hukum yang melmbelrikan 

peltunjuk, selbagai pellelngkap dan sifatnya melmbelrikan pelnjellasan 

telrhadap bahan hukum primelr dan selkundelr. Bahan hukum telrsielr 

diantaranya yaitu Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia (KBBI), Kamus 

hukum, Kamus Bahasa Asing, Elnsiklolpoleldia, dan lain selbagainya.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Meltoldel pelngumpulan data dilakukan untuk melmelcahkan masalah 

atau usaha melncari data yang akan dipelrgunakan untuk melmelcahkan suatu 
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masalah telrtelntu. Dalam pelnellitian ini, pelnulis melngumpulkan data delngan 

melnggunakan meltoldel selbagai belrikut: 

a. Data Primelr 

1) Olbselrvasi 

Melrupakan telknik pelngumpulan data delngan cara mellakukan 

pelngamatan langsung kel olbjelk pelnellitian untuk mellihat pellaksanaan 

praktik di lapangan 

 

2) Wawancara 

Suatu kelgiatan yang dilakukan selcara kolmunikatif mellalui tanya 

jawab delngan narasumbelr atau pihak-pihak telrkait atau belrwelnang 

yang belrkolmpelteln di bidangnya. Wawancara dilakukan baik selcara 

langsung (luring) maupun olnlinel (daring). 

b. Data Selkundelr 

1) Studi Dolkumeln 

Salah satu meltoldel yang dilakukan pelnulis mellalui pelngumpulan 

dolkumeln atau analisis dolkumeln untuk melmelnuhi suatu pelnellitian. 

Dolkumeln dapat belrupa telrtulis, gambar, maupun ellelktrolnik. 

2) Studi kelpustakaan 

Meltoldel pelngumpulan data delngan mellelngkapi dan melnunjang 

data primelr yaitu hasil dari olbselrvasi dan wawancara. Studi 

kelpustakaan ini dilakukan delngan melmbaca dan melnellaah 

pelraturan pelrundang-undangan, relfelrelnsi, baik buku, hasil 
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pelnellitian skripsi, telsis maupun diselrtasi, dolkumeln lain, jurnalm 

artikell, dan sumbelr telrtulis lainnya yang masih belrkaitan delngan 

pelrmasalahan yang ditelliti.  

5. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lolkasi pelnellitian adalah telmpat pelnellitian dilakukan yang mana 

lolkasi pelnellitian ini melrupakan tahap yang sangat pelnting dalam selbuah 

pelnellitian. Selbab delngan diteltapkannya lolkasi pelnellitian maka akan 

melmpelrmudah dalam mellakukan pelnellitian juga belrguna untuk 

melmpelrollelh data dan infolrmasi telrhadap olbjelk yang akan ditelliti. 

Belrdasarkan judul yang pelnulis susun dalam pelnellitian ini maka pelnellitian 

dilaksanakan di Kantolr Noltaris/PPAT Kabupaten Grobogan yakni Kantor 

Notaris/PPAT Mulyono, S.H., M.Kn. Bukan tanpa selbab pelnulis 

melmutuskan melngambil lolkasi pelnellitian di sana. Lolkasi pelnellitian ini 

melngacu pada judul pelnulis yaitu akta kuasa melnjual noltariil, akta ini hanya 

bisa dibuat dan dikelluarkan ollelh peljabat umum yang belrwelnang yaitu 

selolrang noltaris yang salah satu lingkup tugasnya yaitu melnangani dan 

mellakukan pelmbuatan akta kuasa melnjual noltariil dalam prolsels pelralihan 

hak atas tanah di wilayah kerja Kabupaten Grobogan. 

6. Metode Analisis Data 

Belrdasarkan pelndelkatan pelnellitian, sumbelr, jelnis, dan meltolde l 

pelngumpulan data yang digunakan selrta spelsifikasi pelnellitian yang belrsifat 

delskriptif analitis, maka pelnulis melnggunakan meltoldel analisis data 

kualitatif. Meltoldel kualitatif ini belrisi kutipan-kutipan data, baik belrasal dari 
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naskah wawancara, olbselrvasi, atau litelratur. Pelngollahan data dari hasil 

wawancara dan olbselrvasi dilakukan delngan pihak Kantolr Noltaris/PPAT 

Bapak Mulyono, S.H., M.Kn. di Kabupaten Grobogan dan data-data yang 

didapat baik dari dolkumeln-dolkumeln kelnoltarisan maupun data-data pustaka 

mellalui studi kelpustakaan telrkait pelrmasalahan yang ditelliti. Data-data yang 

diollah dan dianalisis mellalui pelndelkatan kualitatif akan disajikan dalam 

belntuk telks atau narasi belrdasarkan hasil pelnalaran lolgis untuk melnelmukan 

fakta dan kelbelnaran selhingga hasil pelnellitian dapat melmbelrikan gambaran 

dan pelnjellasan selcara kolnkrit dan melnyelluruh kelpada pelmbaca telrkait 

kelpastian hukum dan keldudukan hukum hingga pada melkanisme l 

pelmbuatan akta kuasa melnjual noltariil dalam proses peralihan hak atas 

tanah. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam pelnyusunan prolpolsal skripsi ini dibagi melnjadi 4 (elmpat) bab, pada tiap 

bab telrdiri dari sub bab yang disusun selcara sistelmatis dan belruntun selhingga 

melmudahkan melndapatkan gambaran selcara melnyelluruh, jellas, dan telrarah. 

Adapun sistelmatika pelnulisan dalam pelnellitian ini adalah selbagai belrikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I pelndahuluan  melmbelrikan pelngantar dan 

pelngeltahuan selcara umum melngelnai latar bellakang masalah, 

pelrumusan masalah, tujuan pelnellitian, telrminollolgi, meltolde l 

pelnellitian, jadwal pelnellitian dan sistelmatika pelnulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam Bab II belrisi tinjauan Pustaka yaitu melngelnai tinjauan 

umum tanah dan hak atas tanah, tinjauan umum akta kuasa 

melnjual noltariil, tinjauan umum pelralihan hak atas tanah, dan 

tinjauan umum akta kuasa melnjual noltariil dalam pelrspelktif 

Hukum Islam. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab III belrisi pelnjellasan telntang proses pembuatan akta 

kuasa menjual notariil dan keldudukan hukum akta kuasa 

melnjual noltariil yang digunakan dalam prolsels pelralihan hak 

atas tanah 

Kelmudian, pada bab ini juga melnganalisis data-data yang 

dipelrollelh dari olbyelk pelnellitian baik mellalui data primelr 

maupun selkundelr untuk melmelcahkan rumusan masalah yang 

tellah diteltapkan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab IV atau bab telrakhir yang belrisi uraian pelnutup yang 

melmuat kelsimpulan dan saran. Kelsimpulan belrisi uraian 

tulisan dari pelnulis melngelnai hasil pelnellitian dan pelmbahasan 

pada bab selbellumnya. Kelmudian saran belrisi relkolmelndasi dan 

harapan pelnulis telrhadap pelrmasalahan telntang keldudukan 

hukum akta kuasa melnjual noltariil dalam prolsels pelralihan hak 

atas tanah dapat selgelra diatasi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan umum tentang  Jual Beli Tanah dan Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB)  

1. Jual Beli Tanah 

Jual belli telrmuat di dalam Hukum Pelrdata telpatnya dilihat selbagai 

belntuk pelrjanjian jual belli yang telrmaktub dalam Buku III KUH Pelrdata 

telntang Pelrikatan. Belrdasarkan pasal 1457 KUH Pelrdata pada intinya 

pelrjanjian jual belli adalah pelrjanjian yang dilakukan antara pelnjual dan 

pelmbelli yang mana pelnjual melngikatkan diri untuk melnyelrahkan hak 

miliknya kelpada pelmbelli dan pelmbelli juga melngikatkan dirinya untuk 

melmbayar seljumlah harga yang tellah diselpakati belrsama (asas 

kolnselnsualismel). Sellain itu pelrjanjian jual belli idelntik dilaksanakan ollelh 

dua pihak atau lelbih yang masing-masing belrpelran selbagai krelditur dan 

delbitur. 

Melnurut Boleldi Harsolnol pelngelrtian jual belli tanah adalah pelrbuatan 

hukum yang belrupa pelnyelrahan hak milik ollelh pelnjual kelpada pelmbelli 

yang pada saat itu juga pelmbelli melmbayar harganya kelpada pelnjual.25 Jual 

belli yang melngakibatkan belralihnya hak milik atas tanah dari pelnjual 

kelpada pelmbelli itu masuk dalam hukum agrarian atau hukum tanah.26 

 

 
25 Chrilstilana Sril Mulrnil, 2018, Peralilhan Hak Atas Tanah Tanpa Sertilfilkat, Lex Lilbrulm: 

Julrnal Illmul Hulkulm, Vol. 4, No. 2, hlm 682. 
26 Boedil Harsono, 2002, Menuljul Penyempulrnaan Hulkulm Tanah Nasilonal, Cet. 1, Penerbilt 

Ulnilversiltas Trilsaktil, Jakarta, hlm. 683. 
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2. Syarat Jual Beli Tanah 

Dalam pelrjanjian jual belli tanah telrdapat dua syarat dalam hal 

pelrbuatan telrselbut, yaitu syarat matelriil  dan syarat folrmil. 

a. Syarat Matelriil 

Syarat matelriil jual belli tanah adalah syarat atau kaidah yang 

melngatur hak-hak dan kelwajiban para pihak (pelnjual dan pelmbelli)27atau 

seldelrhana syarat matelriil ini mellelkat pada para pihak dan olbjelk tanah 

yang belrkaitan delngan pelrbuatan jual belli tanah ini delngan kata lain 

apakah olrang-olrang yang belrsangkutan belrhak atas tanah yang dijual 

atau dibellinya telrselbut telrmasuk tanahnya. Syarat matelriil melrupakan 

syarat pelnelntu atas telrpelnuhinya syarat folrmil, ollelh karelna itu syarat 

matelriil harus dipelnuhi ollelh pihak pelnjual maupun pelmbelli. 

1) Pelnjual tanah adalah olrang yang belrhak atas tanah yang akan 

dijualnya delngan dibuktikan delngan bukti kelpelmilikan hak atas 

tanah atau seltidak-tidaknya hal lain yang melnelrangkan bahwa si 

pelmelgang tanah yang sah dari hak atas tanah yang diselbut pelmilik. 

2) Pelnjual sudah delwasa untuk mellakukan pelrbuatan hukum. 

3) Pelnjual yang bellum delwasa atau dibawah pelngampuan harus 

diwakilkan ollelh walinya atau pelngampunya. 

 
27 Nil Kadek Diltha Angrenil & Il Gulstil Ngulrah Wailrocana, 2018, Legaliltas Julal Belil Tanah 

Dilhadapan Pejabat Pembulat Akta Tanah, Kertha Semaya: Joulrnal Illmul Hulkulm, Vol. 6, No. 9, hlm 

3. 
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4) Pelnjual bisa melmbelrikan kuasa kelpada olrang lain (pelnelrima kuasa) 

untuk melnjualkan tanahnya kelpada olrang lain delngan melmbuatkan 

akta kuasa noltariil. 

5) Pelnelrima kuasa yang dibelrikan kuasa untuk melnjual tanah ollelh 

pelnjual tanah harus sudah delwasa untuk mellakukan pelrbuatan 

hukum. 

6) Apabila tanah yang dipelrjualbellikan melrupakan tanah dari harta 

Belrsama suami istri maka harus melndapatkan pelrseltujuan atau dibuat 

surat bukti selcara telrtulis dan sah yang melnyatakan bahwa suami atau 

istri melnyeltujui untuk melnjual tanah. 

7) Tanah yang belrsangkutan bollelh dipelrjualbellikan atau seldang tidak 

dalam selngkelta. 

8) Pelmbelli harus melrupakan Warga Nelgara Indolnelsia (WNI) 

b. Syarat Folrmil 

Syarat folrmil jual belli tanah ini selbagai bukti atas telrjadinya suatu 

pelrbuatan hukum jual belli antara para pihak yang belrsangkutan telrhadap 

olbjelk yang dipelrjualbellikan. Hal telrselbut telrjadi delngan ditandainya 

dilakukan prolsels jual belli dihadapan PPAT selcara telrang dan tunai 

selbagaimana prinsip pelralihan hak atas tanah belrdasarkan hukum adat. 

Delngan prolsels di PPAT ini akan mellahirkan selbuah prolduk hukum yaitu 

akta jual belli. Hal ini pelrlu dilakukan ollelh para pihak supaya dapat 

didaftarkan di Kantolr Badan Pelrtanahan Nasiolnal selhingga selrtipikat 

tanahnya dapat dibaliknamakan kepada pemilik baru (pembeli). 
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Selbellum pellaksanaan jual belli dihadapan PPAT. Adapun hal yang 

pelrlu dipelrhatikan yaitu pelmbuatan akta harus dihadiri ollelh para pihak 

(pelnjual dan pelmbelli) atau kuasa yang sah dari pelnjual dan pelmbelli selrta 

disaksikan ollelh dua olrang saksi. Dalam kelnyataan saksi yang digunakan 

ollelh PPAT untuk melmbuat akta jual belli tanah yang sudah telrdaftar 

adalah karyawan atau pelgawai PPAT, seldangkan bagi tanah yang bellum 

telrdaftar biasanya dua olrang saksi yaitu kelpala delsa dan selolrang anggolta 

pelmelrintahan delsa dimana leltak tanah yang belrsangkutan.28 

Melnurut pasal 37 ayat (2) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 

1997 telntang Pelndaftaran Tanah dengan perubahannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas 

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah syarat folrmil jual 

belli tanah, dalam keladaan telrtelntu selbagaimana ditelntukan ollelh Melntelri 

dan/atau Kelpala Kantolr Pelrtanahan bollelh mellakukan pelndaftaran tanah 

delngan tanpa dibuktikannya delngan akta yang dibuat ollelh PPAT teltapi 

melnurut Kelpala Kantolr Pelrtanahan kadar kelbelnarannya dianggap cukup 

untuk melndaftarkan jual belli tanah telrselbut. 

Jual belli melnurut pelrjanjian juga harus selsuai delngan pasal 1320 

KUH Pelrdata yang melnyatakan syarat-syarat sahnya pelrjanjian yaitu: 

a. Selpakat melrelka yang melngikatkan dirinya 

b. Kelcakapan untuk melmbuat suatu pelrikatan 

c. Suatu hal telrtelntu 

 
28 Renhat Marlilanuls Silkil, Il Gulstil Nyoman Agulng, & Il Nyoman Darmadha, 2014, 

Kelayakan Saksil dalam pembulatan akta julal belil hak millilk atas tanah oleh pejabat pembulat akta 

tanah, Kertha Semaya: Joulrnal Illmul Hulkulm, Vol. 2, No. 2, hlm. 2. 
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d. Suatu selbab yang halal 

Dua syarat yang pelrtama belrkelnaan delngan subyelk pelrjanjian atau 

pihak-pihak yang melngadakan pelrjanjian yang diselbut syarat subyelktif. 

Lalu, syarat keltiga dan kelelmpat diselbut syarat olbjelktif yang mellelkat dan 

melnyangkut telrhadap olbjelk pelrjanjian. Jika suatu pelrjanjian tidak 

melmelnuhi syarat subyelktif maka pelrjanjian telrselbut dapat dibatalkan 

kelmudian jika suatu pelrjanjian tidak melmnuhi syarat olbjelktif maka akibat 

hukumnya pelrjanjian batal delmi hukum.  

Jual belli hak atas tanah melnurut hukum adat adalah pelrbuatan 

pelmindahan hak atas tanah yang belrsifat telrang dan tunai. Telrang ialah 

pelrbuatan pelmindahan hak telrselbut dilakukan dihadapan kelpala adat. Tunai 

melmiliki arti bahwa pelrbuatan pelmindahan hak dan pelmbayaran harganya 

dilakukan selcara selrelntak (langsung). Namun, asas ini juga melmiliki arti 

pelmbayaran dapat dilaksanakan melskipun delngan meltoldel angsuran, maka 

hal telrselbut teltap telrpelnuhi selpanjang mellakukan pelmbayaran selsuai 

delngan harga yang tellah diselpakati.  

Hal ini belrdasarkan pasal 5 UUPA bahwa hukum tanah nasiolnal 

adalah hukum adat. Selhingga pellaksanaan sistelm jual belli tanah 

belrdasarkan hukum adat. Pada pelrkelmbangannya asas telrang melmpunyai 

arti bahwa jual belli tanah dilakukan selcara telrbuka dan tidak ditutupi selrta 

dilakukan di hadapan Peljabat Pelmbuat Akta Tanah (PPAT), hal ini belrlaku 

seljak dikelluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telntang 

Pelndaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nolmolr 18 Tahun 2021 
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telntang Hak Pelngellollaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan 

Pelndaftaran Tanah. 

Pelrjanjian jual belli yang dilakukan dihadapan noltaris melmiliki 

kelkuatan pelmbuktian yang selmpurna, hal ini belrdasarkan Pasal 1870 KUH 

Pelrdata, “Suatu Akta Autelntik melmbelrikan di antara para pihak belselrta ahli 

waris - ahli waris atau olrang-olrang yang melndapat hak dari melrelka, suatu 

bukti yang selmpurna telntang apa yang dimuat di dalamnya”.  

3. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli adalah kelselpakatan jual belli para 

pihak yang dibuat dihadapan noltaris yang delngan pelrjanjian ini kelpelmilikan 

hak atas tanah bellum belralih selbagaimana akta jual belli yang dibuat ollelh 

Peljabat Pelmbuat Akta Tanah (PPAT).29 Kelselpakatan Jual belli yang dibuat 

dihadapan Noltaris atau yang biasa diselbut Pelrjanjian Pelngikatan Jual belli 

bukanlah pelrjanjian jual belli dalam arti yang selbelnarnya, mellainkan 

hanyalah suatu pelrjanjian kelselpakatan untuk mellakukan jual belli yang 

hanya melleltakkan hak dan kelwajiban antara caloln pelnjual dan caloln 

pelmbelli (kolnselnsuil olbligatolir).30 Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli juga 

diselbut selbagai pelrjanjian pelndahuluan, kolnselp pelrjanjian pelndahuluan 

diatur dalam Pelraturan Melntelri Pelkelrjaan Umum dan Pelrumahan Rakyat 

Nolmolr 11/PRT/M/2019 telntang Sistelm Pelrjanjian Pelndahuluan Jual Belli 

Rumah, selbagaimana telrtuang dalam Pasal 1 angka 1 

 
29 Andil Sapultra, 2022, “Penerapan Prilnsilp Kehatil-hatilan Pembulatan Akta Kulasa Menjulal 

dalam Perjanjilan Pengilkatan Julal Belil Tanah”, Tesils Fakulltas Hulkulm Ulnilversiltas Ilslam Ilndonesila, 

Yogyakarta, hlm. 12. 
30 Ilbild, hlm. 12 
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“Sistelm Pelrjanjian Pelndahuluan Jual Belli yang sellanjutnya diselbut 

Sistelm PPJB adalah rangkaian prolsels kelselpakatan antara seltiap olrang 

delngan pellaku pelmbangunan dalam kelgiatan pelmasaran yang 

dituangkan dalam pelrjanjian pelndahuluan jual belli atau pelrjanjian 

pelngikatan jual belli selbellum ditandatangani akta jual belli” 

 

Pelrjanjian pelngikatan jual belli telrmasuk kel dalam pelrjanjian tidak 

belrnama selbagaimana telrmuat dalam pasal 1319 KUH Pelrdata, “Selmua 

pelrjanjian, baik yang melmpunyai nama khusus, maupun yang tidak dikelnal 

delngan suatu nama telrtelntu tunduk pada pelraturan umum yang telrmuat 

dalam bab ini dan bab yang lalu. Alinela keldua tidak belrlaku belrdasarkan S. 

1938-276” pelrjanjian tidak belrnama ialah pelrjanjian yang bellum diatur 

selcara elksplisit di dalam KUH Pelrdata, teltapi pelrjanjian ini belrasal dari 

kelbelbasan belrkolntrak yang dilakukan ollelh para pihak yang saling 

melngikatkan diri. 

Pelrjanjian pelngikatan jual belli (PPJB) adalah pelrjanjian pelndahuluan 

yang dibuat ollelh caloln pelnjual dan pelmbelli atas dasar kelselpakatan selbellum 

jual belli dilakukan yang dapat dibuat dalam belntuk akta dibawah tangan 

maupun akta noltariil. 31 PPJB melrupakan pelrjanjian yang melngikat para 

pelmbuatnya (pacta sunt selrvanda), namun tidak dapat dijadikan dasar 

hukum pelralihan hak, karelna sifatnya yang selmelntara selhingga harus ada 

pelrbuatan hukum lanjutan. Selbagaimana dikeltahui hakikat bahwa 

pelndaftaran tanah disellelnggarakan dalam rangka melmbelrikan jaminan 

kelpastian hukum di bidang pelrtanahan dan dalam hal sistelm publikasinya 

 
31 Yulyuln Sril Wahyulnil, 2021, Kekulatan Hulkulm Pembulktilan Akta Perjanjilan Pengilkatan 

Julal Belil Tanah (Ppjb) Dalam Kasuls Sengketa Perdata (Analilsa Pultulsan Mahkamah Agulng Nomor 

: 994/K/PDT/2020 JO Pultulsan Pengadillan Negeril Batam Nomor : 218/PDT.G/2017/PN BTM), 

Ilndonesilan Notary, Vol. 3, No. 4, hlm. 132. 
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adalah sistelm nelgatif yang melngandung unsur polsitif. Maksud dari sistelm 

ini seldelrhananya ialah pelndaftaran tanah ini akan melnghasilkan surat-surat 

bukti hak yang belrlaku selbagai pelmbuktian yang kuat telrmuat dalam Pasal 

19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) 

UUPA. Pelrbuatan hukum lanjutan seltellah dibuatnya PPJB yaitu pelnyelrahan 

yuridis delngan dibuatnya Akta Jual Belli yang dibuat Peljabat Pelmbuat Akta 

Tanah (PPAT) yang kelmudian akan didaftarkan di Kantolr Pelrtanahan 

supaya melmpelrollelh surat-surat bukti hak dan dasar kelpastian hukum bagi 

pelmiliknya.  

 

B. Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah 

1. Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah melrupakan salah satu hak pelnguasaan atas tanah yang 

diatur di dalam UUPA. Hak pelnguasaan atas tanah belrisi selrangkaian 

welwelnang, kelwajiban, dan larangan bagi pelmelgang haknya untuk belrbuat 

selsuatu melngelnai tanah yang dihaki. Selsuatu yang bollelh, wajib, atau 

dilarang untuk dipelrbuat, yang melrupakan isi hak pelnguasaan.32 

Hak pelnguasaan atas tanah telrdapat hielrarki yang diatur dalam 

UUPA dan hukum tanah nasiolnal adalah selbagai belriktu: 

a. Hak Bangsa Indolnelsia Atas Tanah. 

Hak bangsa atas tanah melrupakan hak pelnguasaan yang diatur di 

dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUPA yaitu selluruh wilayah 

 
32 Silgilt Sapto Nulgroho., et al., 2017, Hulkulm Agrarila Ilndonesila, Cet. Il, Pulstaka Illtilzam, 

Solo, hlm. 51 
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Indolnelsia melliputi selmua tanah dan kelsatuan tanah yang belrada di 

wilayah Indolnelsia yang melrupakan tanah belrsama belrsifat abadi.  

b. Hak melnguasai dari nelgara atas tanah 

Hak melnguasai dari nelgara atas tanah melrupakan hak pelnguasaan 

atas tanah telrhadap pellaksaan dan pelrwujudan tugas kelwelnangan 

bangsa yang melngandung unsur hukum publik. Selbagaimana yang 

telrtuang di dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa bumi, air dan 

ruang angkasa telrmasuk sumbelr alam di kuasai ollelh nelgara dan 

dipelrgunakan selbelsar-belsarnya untuk kelmakmuran rakyat.  Hak ini 

diatur dan telrmuat di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. 

c. Hak ulayat masyarakat adat 

Hak ulayat masyarakat adat diatur dalam pasal 3 UUPA. Hak ulayat 

masyarakat hukum adat adalah welwelnang dan kelwajiban suatu 

masyarakat hukum adat yang belrhubungan delngan tanah yang telrleltak 

dalam lingkungan wilayahnya.33 Dalam Pasal 3 UUPA melngandung 

pelngakuan telrhadap elksistelnsi dari suatu masyarakat hukum adat yang 

kelnyataannya masih ada, artinya bila dalam kelnyatannya tidak ada, 

maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan diciptakan 

hak ulayat baru.34 

 

 

 
33 Ilbild, hlm. 56 
34 Silgilt Sapto Nulgroho., et al., Loc. Cilt, hlm, 56 
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d. Hak pelrselolrangan atas tanah, melliputi: 

1) Hak-hak atas tanah 

a) Hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 4 UUPA, hak atas tanah 

diartikan yaitu hak yang melmbelri welwelnang kelpada selselolrang 

yang melmpunyai hak dapat melmpelrgunakan atau melngellollanya 

untuk melngambil manfaat dari hasil tanah telrselbut.35 Hak-hak 

atas tanah yang dimaksud ditelntukan dalam pasal 16 UUPA, dari 

selgi asal tanahnya, ha katas tanah dibeldakan melnjadi 2 (dua) 

kellolmpolk yaitu: 

(1) Hak atas tanah yang belrsifat primelr 

Hak atas tanah yang belrsifat primelr yaitu hak atas tanah yang 

dapat dimiliki atau dikuasai ollelh selselolrang atau badan 

hukum yang haknya dibelrikan langsung ollelh nelgara. 

Melnurut Pasal 16 ayat (1) yang telrmasuk dalam hak primelr 

ialah: 

(a) Hak milik 

Keltelntuan melngelnai hak milik telrmuat dalam Pasal 

16 ayat (1) huruf a UUPA dan pelnjellasan hak milik 

diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 UUPA. Pelngelrtian 

hak milik melnurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak 

turun-melnurun, telrkuat, dan telrpelnuh yang dapat 

 
35 Ilsnailnil dan Anggraenil A. Lulbils, 2022, Hulkulm Agrarila Kajilan Komprehensilf, Pulstaka 

Prilma, Medan, hal. 37 
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dipunyai olrang atas tanah, delngan melngingat keltelntuan 

dalam pasal 6. Maksud dari turun melnurun ialah hak 

milik dapat belrlangsung telrus sellama pelmiliknya masih 

hidup, dan apabila sudah melninggal dunia, maka 

dilanjutkan ollelh ahli warisnya yang melmelnuhi syarat 

selbagai subjelk hak milik.  

(b) Hak Guna Usaha 

Hak guna usaha (HGU) diatur dalam pasal 16  ayat 

(1) huruf b UUPA dan pelnjellasannya diatur dalam pasal 

28 sampai delngan pasal 34 UUPA. Hak guna usaha 

melnurut pasal 28 ayat (1) UUPA, adalah hak untuk 

melngusahakan tanah yang dikuasai langsung ollelh 

nelgara, dalam jangka waktu selbagaimana telrselbut dalam 

pasal 29, guna pelrusahaan pelrtanian, pelrikanan atau 

peltelrnakan. Kelmudian melngelnai hak guna usaha, hak 

guna bangunan, dan hak pakai diatur lelbih lanjut delngan 

Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 40 Tahun 1996 telntang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 

Telrkait pelnambahan kelgunaan HGU pada pelraturan 

telrselbut ialah pelrusahaan pelrkelbunan. 

(c) Hak Guna Bangunan 

Hak guna bangunan (HGB) telrmuat dalam Pasal 16 

Ayat (1) huruf c UUPA. Dan pelngaturan HGB lelbih 
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lanjut dalam pasal 35 sampai delngan pasal 40 UUPA. 

Pelngelrtian hak guna bangunan melnurut pasal 35 ayat (1) 

UUPA, adalah hak untuk melndirikan dan melmpunyai 

bangunan atas tanah yang bukan miliknya selndiri delngan 

jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat 

dipelrpanjang dakam waktu paling lama 20 tahun. 

Hak guna bangunan telrjadi melnurut pasal 37 UUPA 

ialah dari tanah yang dikuasai langsung ollelh nelgara dan 

tanah hak milik mellalui selbuah pelrbuatan hukum yaitu 

pelrjanjian antara pelmilik tanah delngan pihak yang akan 

melmpelrollelh hak guna bangunan. Seldangkan dalam pasal 

21 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 40 tahun 1996 tanah 

yang dapat dibelrikan hak guna bangunan ialah tanah 

nelgara, tanah hak pelngellollaan, dan tanah hak milik. 

(d) Hak Pakai 

Hak pakai telrmuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d 

UUPA, pelnjellasan lelbih lanjut diatur dalam pasal 41 

sampai delngan pasal 44 UUPA. Pelngelrtian hak pakai 

melnurut pasal 41 UUPA, adalah hak untuk 

melnggunakan dan/atau melmungut hasil dari tanah yang 

dikuasai langsung ollelh nelgara atau tanah milik olrang 

lain, yang melmbelri welwelnang dan kelwajiban yang 

ditelntukan dalam kelputusan pelmbelriannya ollelh peljabat 
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yang belrwelnang melmbelrikannya atau dalam pelrjanjian 

delngan pelmilik tanahnya.  

Telrjadinya hak milik dikarelnakan 2 hal yaitu 

pelneltapan pelmelrintah atas tanah nelgara dan pelrjanjian 

jika tanah itu milik olrang lain. Dan belgitu pula 

selbaliknya pelralihannya telrjadi karelna delngan izin 

pelmelrintah apabila tanah atas nelgara dan selsuai 

keltelntuan klausul pelrjanjian apabila tanah hak milik. 

Tanah hak pakai ini dibelrikan untuk jangka waktu paling 

lama 25 tahun dan tidak dapat dipelrpanjang. Namun 

dapat dipelrpanjang atau dipelrbaharui atas dasar 

kelselpakatan antara pelmilik tanah delngan pelmelgang hak 

pakai.36 

(e) Hak Pelngellollaan 

Didalam UUPA hak pelngellollaan tidak diselbutkan selcara 

elksplisit, namun telrdapat pada pelnjellasan umum UUPA 

yang belrbunyi: 

Nelgara dapat melmbelrikan tanah yang delmikian itu 

kelpada selselolrang atau badan-hukum delngan selsuatu hak 

melnurut pelruntukan dan kelpelrluannya, misalnya hak 

milik, hak-guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak 

pakai atau melmbelrikannya dalam pelngellollaan kelpada 

 
36 Silgilt Sapto Nulgroho., et al., Op. Cilt.,89 
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selsuatu Badan Pelnguasa (Delpartelmeln, Jawatan atau 

Daelrah Swatantra) untuk dipelrgunakan bagi pellaksanaan 

tugasnya masing-masing 

Hak pelngellollaan adalah hak melnguasai dari nelgara yang 

kelwelnangan pellaksanaannya Selbagian dilimpahkan 

kelpada pelmelgangnya.37 

(2) Hak atas tanah yang belrsifat selkundelr 

Yaitu hak atas tanah yang belrasal dari tanah pihak 

lain. Atau hak atas tanah yang sifatnya selmelntara, 

dikarelnakan hak telrselbut dipakai atau dinilati dalam waktu 

telrtelntu/telrbatas dan hak atas tanah ini dimiliki olrang lain. 38 

Adapun hak atas tanah yang belrsifat selkundelr yang diatur 

dalam pasal 53 yaitu: 

(a) Hak Gadai 

(b) Hak usaha bagi hasil 

(c) Hak melnumpang 

(d) Hak melnyelwa atas tanah pelrtanian 

2) Hak wakaf tanah hak milik 

3) Hak Tanggungan 

4) Hak milik atas satuan rumah susun. 

 
37 Efendil, 24 Agulstuls 2015, “Hulkulm Pertanahan (Hak-Hak Atas Tanah) Dan Hak 

Tanggulngan”, Kementerilan Agrarila dan Tata Rulang/ Badan Pertanahan Nasilonal Repulblilk 

Ilndonesila, hlm. 17. 
38 Ilsnailnil dan Anggraenil A. Lulbils, Op. Cilt., hal. 38 



38 

 

 

 

Hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang 

pada sarinya melngatakan hak atas tanah adalah hak yang didasari atas hak 

melnguasai nelgara yang dapat dibelrikan kelpada dan dipunyai ollelh olrang-

olrang, baik selndiri maupun belrsama-sama delngan olrang lain selrta badan 

hukum. Dan juga melmbelrikan welwelnang untuk melmpelrgunakan tanah, 

bumi, air selrta ruang yang ada diatasnya untuk kelpelntingan yang langsung 

belrhubungan delngan pelnggunaan tanah dalam batas-batas undang-undang 

dan pelraturan yang lelbih tinggi. 

2. Peralihan Hak Atas Tanah 

Pelralihan hak atas tanah adalah belrpindahnya hak atas tanah dari 

pelmelgang hak yang lama kelpada pelmelgang hak yang baru.39 Pelralihan hak 

atas tanah telrjadi karelna suatu pelrbuatan hukum yaitu dapat dilakukan 

mellalui jual belli, hibah atau tukar melnukar selbagaimana telrtuang dalam 

pasal 37 ayat (1) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 1997 telntang 

Pelndaftaran Tanah dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 

tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 

Susun, Dan Pendaftaran Tanah yang belrbunyi, 

“Pelralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun mellalui 

jual belli, tukar melnukar, hibah, pelmasukan dalam pelusahaan dan pelrbuatan 

hukum pelmindahan hak lainnya, kelcuali pelmindahan hak mellalui lellang 

hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan delngan akta yang dibuat ollelh PPAT 

yang belrwelnang melnurut keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan yang 

belrlaku” 

 

 
39 Arilf Darmawan & Hanny Trilstil Perdanil, 2014, Penyullulhan tentang prosedulr pengulrulsan 

peralilhan hak atas tanah karena perbulatan hulkulm, Julrnal Ilnovasil dan Kewilraulsahaan, Vol. 3, No. 

1, hlm 13. 
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Pada pelnulisan ini melmandang pelralihan hak atas tanah mellalui 

pelrbuatan jual belli, telrjadi keltika para pihak pelnjual dan pelmbelli harus hadir 

di telmpat pelrjanjian untuk melnyaksikan, melmbelrikan pelrseltujuan, dan 

melnandatangani akta jual belli yang dibuat di hadapan PPAT. Pelralihan hak 

atas tanah mellalui jual belli idelalnya dilakukan telrhadap tanah-tanah yang 

sudah didaftarkan ha katas tanahnya (belrselrtifikat), hal ini dilakukan supaya 

risikol yang ditimbulkan lelbih kelcil atas pelrbuatan hukum (jual belli) yang 

dilakukan pada kelmudian hari.  

Pelralihan hak atas tanah mellalui jual belli harus melmelnuhi belbelrapa 

syarat yang tellah ditelntukan ollelh pelraturan pelrundang-undangan yang 

belrlaku. Apabila syarat-syarat yang tellah ditelntukan tidak telrpelnuhi maka 

akan melmbawa kolnselkuelnsi pada lelgalitas jual belli hak atas tanah 

telrselbut.40 Selhingga pelrbuatan pelralihan hak atas tanah melmiliki pelrbuatan 

hukum lanjutan yaitu mellalui pelnyelrahan yuridis (balik nama), hal ini 

belrtujuan selbagai dasar kelpastian dan pelrlindungan hukum telrhadap hak-

hak dan pelmanfaatan atas tanah yang dibelli ollelh pelmbelli atau sellaku 

pelmilik hak yang baru. 

Prolsels pelralihan hak atas tanah selbelnarnya ditandai delngan adanya 

akta jual belli yang dibuat ollelh PPAT yang kelmudian dalam jangka waktu 

maksimal 7 (tujuh) hari kelrja seljak tanggal ditandatanganinya akta yang 

belrsangkutan wajib didaftarkan di Kantolr Pelrtanahan hal ini selsuai delngan 

 
40 Chrilstilana Sril Mulrnil, Op Cilt., hlm 684 
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Pasal 40 ayat (1) Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 1997 telntang 

Pelndaftaran tanah. 

Pelralihan hak atas tanah selndiri dapat dilakukan delngan 2 (dua) cara, 

yaitu: 

a. Belralih 

Hak atas tanah dapat belralih delmi hukum delngan selndirinya, 

delngan seldelrhananya pelralihan ha katas tanah ini tanpa mellalui 

pelrbuatan hukum telrtelntu. Misalnya, pelralihan hak atas tanah karelna 

mellalui pelwarisan, delngan selndirinya kelpada para pelmelgang waris 

tanpa pelrbuatan hukum apapun. 

b. Dialihkan 

Dialihkan atau pelmindahan hak adalah belrpindahnya hak atas 

tanah mellalui pelrbuatan hukum yang dilakukan delngan selngaja ollelh 

pelmelgang hak miliknya kelpada pihak lain. Prolsels pelngalihan hak atas 

tanah mellalui belrbagai prolseldur atau tata cara selcara sistelmatis yang 

tellah diteltapkan delngan pelraturan pelrundang-undangan delmi untuk 

melndapatkan kelpastian dan pelrlindungan hukum bagi para pihak yang 

belrsangkutan. Pelrpindahan hak atas tanah dilakukan selcara sadar pada 

saat pelmilik hak atas tanah masih hidup dan melrupakan pelmindahan 

hak yang belrsifat tunai. 
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C. Tinjauan Umum Kuasa Dan Macam-Macamnya Serta Akta Notariil dan 

Dasar Pengaturan Akta Kuasa Menjual Notariil  

 

1. Pengertian kuasa  

Kuasa melrupakan prinsip hukum yang diatur dalam pelrbuatan 

hukum, selcara umum dapat dirujuk pada pasal 1792 KUH Pelrdata, “ 

Pelmbelrian kuasa adalah suatu pelrseltujuan delngan nama selolrang 

melmbelrikan kelkuasaan kelpada selolrang lain yang melnelrimanya, untuk dan 

atas Namanya melnyellelnggarakan suatu urusan.”41 Namun, pada dasarnya 

tidak telrdapat satupun yang melnjellaskan delfinisi Kuasa dalam 

KUHPelrdata.42 

Melnurut hukum yang belrlaku di Indolnelsia Lelmbaga pellimpahan 

welwelnang diselbut selbagai Lelmbaga pelmbelrian kuasa. Lelmbaga ini 

belrtujuan melmpelrmudah keltidakdapatan selselolrang mellakukan pelrbuatan 

hukum selcara langsung karelna keltidak-dapat-hadiran dalam melmnuhi 

kelpelntingannya43 

Pelrseltujuan pada pelmbelrian kuasa didasarkan pada pasal 1313 KUH 

Pelrdata bahwa hal ini melrupakan pelrbuatan hukum dimana satu olrang atau 

lelbih melngikatkan diri kelpada satu olrang atau lelbih. Hal ini juga belrkaitan 

delngan pasal 1338 KUH Pelrdata yaitu asas kelbelbasan belrkolntrak  yang 

 
41 Pasal 1792 KUlHPerdata 
42 Frans Satrilyo Wilcaksono, 2009, “Pandulan Lengkap Membulat Sulrat-Sulrat Kulasa”, 

Vilsilmedila, Jakarta, hlm 2. 
43 Ilbild, hlm. 2 
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melnjamin kelbelbasan para pihak yang belrsangkutan untuk melnelntukan isi 

daripada pelrseltujuan yang dilakukan. 

Kuasa melrupakan pelrnyataaan delngan nama selselolrang yang 

melmbelrikan welwelnang kelpada pihak telrtelntu yang melnurut hukum tellah 

melmelnuhi syarat sahnya subyelk hukum delngan pelmbelrian kuasa ini 

pelnelrima kuasa belrwelnang melngikat pelmbelri kuasa, selhingga dalam hal 

hukum yang dilakukan ollelh pelnelrima kuasa belrlaku selcara sah selbagai 

pelrbuatan hukum yang dilakukan ollelh pelmbelri kuasa. 

2. Bentuk dan Jenis-Jenis Pemberian Kuasa 

Melnurut belntuknya, kuasa dibeldakan melnjadi dua, yaitu kuasa lisan 

dan kuasa telrtulis. Kuasa/Pelrjanjian telrtulis adalah pelrjanjian atau kuasa 

yang dibuat ollelh para pihak dalam belntuk telrtulis, seldangkan 

kuasa/pelrjanjian lisan ialah suatu kuasa atau pelrjanjian yang dibuat ollelh 

para pihak dalam wujud lisan (kelselpakatan para pihak yang belrsangkutan). 

Belntuk kuasa lisan dapat digunakan untu mellakukan pelrbuatan yang tidak 

dipelruntukkan melngalihkan hak, selpelrti melmbelli tanah atau melmbelli 

moltolr. Lalu, kuasa telrtulis dilakukan untuk mellakukan pelrbuatan telrtelntu 

yang44 melnurut hal itu diatur dan belrdasarkan pelraturan pelrundang-

undangan. 

Belrdasarkan belntuk dari kuasa yang tellah diuraikan diatas, maka 

ditinjau dari jelnis-jelnis kuasa dibeldakan melnjadi belbelrapa macam, selbagai 

belrikut:  

 
44 Ilbild, hlm. 18 
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a. Kuasa Umum 

Pelnjellasan surat kuasa umum dijabarkan pada pasal 1796 KUH 

Pelrdata yang belrbunyi, 

“Pelmbelri kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya 

melliputi pelrbuatan-pelrbuatan pelngurusan. Untuk melmindahtangankan 

belnda-belnda atau untuk melleltakkan hipoltik di atasnya, atau lagi untuk 

melmbuat suatu pelrdamaian, atau pun selsuatu pelrbuatan lain yang hanya 

dapat dilakukan ollelh selolrang pelmilik, dipelrlukan suatu pelmbelrian 

kuasa delngan kata-kata telgas” 

Belrdasarkan pelnjellasan pasal diatas, kuasa umum belrtujuan 

melmbelrikan kuasa kelpada aselselolrang untuk melngurus kelpelntingan 

yang belrsangkutan delngan pelngurusan kelpelntingan pelmbelri kuasa. 

Misalnya, dalam hal pelrwakilan pelngurusan selolrang Selkreltaris suatu 

Yayasan atau manajelr suatu Pelrselrolan Telrbatas (PT) belrtindak untuk 

dan atas nama pelrusahaan atau Yayasan belrdasarkan surat kelputusan 

pelngurus maupun surat kuasa dari direlksi suatu pelrusahaan telrselbut. 

b. Surat Kuasa Khusus 

Pelnjabaran surat kuasa khusus telrmuat dalam Pasal 1795 KUH 

Pelrdata yang belrbunyi, “Pelmbelrian kuasa dapat dilakukan selcara 

khusus, yaitu melngelnai hanya satu kelpelntingan telrtelntu atau lelbih, atau 

selcara umum, yaitu melliputi selgala kelpelntingan si pelmbelri kuasa.”  

Delngan pelnjellasan bunyi pasal diatas, pelmbelrian kuasa khusus 

dilakukan ollelh pelmbelri kuasa kelpada pelnelrima kuasa atas dasar suatu 
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kelpelntingan telrtelntu atau lelbih atau selgala kelpelntingan pelmbelri kuasa. 

Misalnya dalam hal pelmindahan hak atau pelrbuatan lain yang hanya 

bisa dilakukan ollelh pelmilik tidak dapat melnggunakan surat kuasa 

umum. Delngan delmikian, belntuk surat kuasa inilah yang dapat melnjadi 

landasan pelmbelrian kuasa untuk belrtindak di delpan pelngadilan, 

melwakili kelpelntingan pelmbelri kuasa selbagai pihak principal.45 

 

c. Surat Kuasa Istimelwa 

Surat kuasa ini dibuat keltika selselolrang yang wajib mellakukan selsuatu 

tidak dapat mellakukan hal telrselbut karelna suatu hal telrtelntu. Seltidaknya 

telrdapat 2 (dua) syarat yang harus dipelnuhi dalam pelmbuatan surat 

kuasa istimelwa, yaitu: 

1) Belrsifat Limitatif, yaitu pelrbuatan yang hanya dapat dilakukan ollelh 

pelmbelri kuasa. Delngan ini hanya Tindakan yang istimelwa telrbatas 

pada: 

a) Untuk melmindahtangankan belnda-belnda milik pelmbelri kuasa 

atau untuk melleltakkan hak tanggungan di atas belnda telrselbut; 

b) Untuk melmbuat pelrdamaian delngan pihak keltiga atau; 

c) Untuk melngucapkan sumpah. 

2) Dibuat delngan belrdasarkan akta oltelntik pada peljabat yang 

belrwelnang, selpelrti Noltaris atau PPAT. Namun pelrsyaratan ini 

 
45 Filtril Novila Herilanil, “3 Perbedaan Sulrat Kulasa Ulmulm dan Sulrat Kulasa Khulsuls “3 

Perbedaan Sulrat Kulasa Ulmulm dan Sulrat Kulasa Khulsuls (hulkulmonlilne.com) , dilakses tanggal 25 

Aprill 2024 pkl 12.30 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-surat-kuasa-umum-dan-surat-kuasa-khusus-cl5976/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-surat-kuasa-umum-dan-surat-kuasa-khusus-cl5976/
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masih melnjadi bahan kajian para ahli hukum, karelna pada 

kelanyatannya banyak kuasa istimelwa ditelrima tanpa harus telrlelbih 

dahulu dibuat dalam suatu akta oltelntik. Selpelrti halnya yang telrjadi 

di Pelngadilan Agama. 

d. Surat Kuasa Pelrantara 

Surat kuasa ini biasanya dibelrikan kelpada pelrwakilan ageln 

pelrdagangan, brolkelr, atau makellar. Surat kuasa pelrantara diatur dalam 

pasal 1792 dan pasal 62 KUH Dagang. Kuasa ini dibuat melmbelrikan 

pelrintah kelpada pihak keldua selbagai pelrwakilan dalam mellakukan 

pelrbuatan hukum telrtelntu delngan pihak keltiga (brolkelr/dan 

faktolr/pelrwakilan dagang).46 

3. Akta Notariil  

Belrdasarkan uraian selbellumnya yang melmbahas melngelnai macam-

macam kuasa dari belntuk hingga jelnisnya, maka dalam hal ini yang 

telrmasuk kel dalam jelnis-jelnis pelmbelrian kuasa dibeldakan melnjadi dua 

yaitu Kuasa di bawah tangan dan Kuasa noltariil. Ciri utama yang 

melmbeldakannya ialah telrleltak pada susunan dan reldaksi akta. 47 

a. Kuasa Di Bawah Tangan 

Pelmbelrian kuasa dibawah tangan yang dibuat ollelh para pihak 

dalam belntuk telrtulis atau tidak dibuat ollelh peljabat yang belrwelnang, 

 
46 Eko Pandilangan, “Jenils-Jenils Sulrat Kulasa Dalam Hulkulm Perdata”, https://eap-

lawyer.com/jenils-jenils-sulrat-kulasa-dalam-hulkulm-perdata/, dilakses tanggal 25 Aprill 2024 pkl. 

12.54 
47 Frans Satrilyo Wilcaksono, Op Cilt., hlm 19 

https://eap-lawyer.com/jenis-jenis-surat-kuasa-dalam-hukum-perdata
https://eap-lawyer.com/jenis-jenis-surat-kuasa-dalam-hukum-perdata
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dalam hal ini noltaris.48 Selbagaimana diselbutkan dalam Pasal 1874 

KUHPelrdata bahwa yang dianggap selbagai tulisan dibawah tangan 

adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat 

urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa 

pelrantara selolrang peljabat umum..49 

b. Kuasa Noltariil 

Kuasa noltariil atau selbuah pelmbelrian kuasa yang dibuat ollelh 

peljabat umum dalam ini ialah noltaris dalam belntuk telrtulis lazimnya 

diselbut delngan akta kuasa.50 Selbagaimana dalam pelngaturannya Pasal 

1 angka 7 Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2014 Telntang Pelrubahan 

Atas Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 telntang Jabatan Noltaris 

(untuk sellanjutnya diselbut delngan UUJN) melnyelbutkan bahwa Akta 

Noltaris adalah akta oltelntik yang dibuat ollelh atau di hadapan noltaris 

melnurut belntuk dan tata cara yang diteltapkan dalam undang-undang ini. 

Sellain itu Adapun yang dimaksud delngan akta oltelntik melnurut Pasal 

1868 KUHPelrdata ialah suatu akta oltelntik adalah suatu tulisan yang di 

dalam belntuknya ditelntukan ollelh undang-undang, dibuat ollelh atau 

dihadapan peljabat umum yang belrkuasa untuk itu dimana akta 

dibuatnya.51 

 
48 Ilbild, hlm. 19 
49 Pasal 1874 KUlHPerdata 
50 Frans Strilyo Wilcaksono, Op Cilt., hlm. 21 
51 Hilkmah D. Hayatdilan, 2013, Kajilan Hulkulm Sulrat Kulasa Dilbawah Tangan Sebagail Dasar 

Pembulatan Akta Jamilnan Fildulsila, Julrnal Hulkulm Ulnsrat, Vol. 1, No. 1, hlm. 123 
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Pelmbuatan kuasa noltariil ini selolrang noltaris melnanyakan 

idelntitas masing-masing para pihak yaitu Kartu Tanda Pelngelnal 

Pelnduduk (KTP) dan dolkumeln-dolkumeln telrkait delngan kelpelntingan 

lelgalitas dan pelrsyaratan yang diatur ollelh pelraturan pelrundang-

undangan.52 

Di zaman yang pelnuh delngan kelsibukan selringkali olrang tidak 

dapat melnyellelsaikan urus-urusannya selndiri. Ollelh karelna itu ia 

melmelrlukan jasa olrang lain untuk melnyellelsaikan urus-urusan telrselbut, 

kelmudian olrang ini dibelrikan kelkuasaan atau welwelnang untuk 

melnyellelsaikan urusan telrselbut atas Namanya (atas nama olrang yang 

melmbelrikan kuasa).53 

4. Akta Kuasa Menjual Notariil serta dasar pengaturannya 

Belrdasarkan uraian diatas, melrunut dari pelngellolmpolkkan kuasa 

noltariil dan hal-hal yang mellatarbellakangi lahirnya kuasa melnjual noltariil 

dalam prolsels pelralihan hak atas tanah. Pelmbuatan Akta Kuasa Melnjual 

Noltariil melrupakan selbuah Pelrbuatan hukum lanjutan yang pelrlu dilakukan 

ollelh para pihak seltellah dibuat dan/atau tidaknya PPJB.  

Bahwa syarat matelriil dari jual belli tanah harus dipelnuhi ollelh 

pelnjual dan pelmbelli. Delngan telrpelnuhinya prasyarat telrselbut 

melmungkinkan pellaksanaan pelnandatanganan Akta Jual Belli (AJB) selbagai 

 
52 Frans Satrilyo Wilcaksono, Loc Cilt., hlm. 21 
53 Hilkmah D. Hayatdilan, Loc Cilt., hlm. 123 
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prolsels pelmindah tanganan status kelpelmilikan dan pelnguasaan hak atas 

tanah di hadapan PPAT selsuai keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan.54 

 Bahwa akta kuasa melnjual bisa masuk selbagai klausul dalam 

Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli (PPJB), bisa juga belrdiri selndiri belrbelntuk 

akta telrselndiri. Jadi keltika tandatangan, melnandatangani PPJB dan Akta 

kuasa melnjual, dalam hal apabila ikhwal kuasa melnjual masuk kel dalam 

klausul PPJB.55 Pelmbelrian kuasa diatur pada buku III KUHPelrdata pada 

pasal 1792 yang melnyatakan, Pelmbelrian Kuasa ialah suatu pelrseltujuan 

yang belrisikan pelmbelrian kelkuasaan kelpada olrang lain yang melnelrimanya 

untuk mellaksanakan selsuatu atas nama olrang yang melmbelrikan kuasa.56 

Pelmbelrian kuasa dalam implelmelntasi PPJB diwujudkan dalam 

belntuk telrtulis yang dibuat ollelh peljabat noltaris belrupa akta noltaris (Kuasa 

Noltariil) yang melrupakan hasil pelnyusunan dan hasil atas buah pikiran dari 

peljabat noltaris atau melnyelsuaikan dari draft yang tellah umum digunakan.57 

Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli (PPJB) delngan klausula kuasa untuk 

melnjual melrupakan pelrjanjian pelndahuluan dan ini adalah sah karelna 

melmelnuhi syarat sahnya pelrjanjian selsuai Pasal 1320 KUHPelrdata. Dasar 

dari lahirnya Akta Kuasa Melnjual noltariil ialah Pasal 1795 KUH Pelrdata, 

“Pelmbelrian kuasa dapat dilakukan selcara khusus, yaitu melngelnai hanya 

satu kelpelntingan telrtelntu atau lelbih, atau selcara umum, yaitu melliputi 

 
54 Dwil Hartilnilngsilh, 2020, “Julal Belil Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kulasa Menjulal 

Notarilill Dil Kabulpaten Magelang, Tesils Kenotarilatan Fakulltas Hulkulm Ulnilversiltas Ilslam 

Ilndonesila, Yogyakarta, hlm. 6 
55 Ilbild, hlm. 58 
56 Pasal Il792 KUlHPerdata 
57 Dwil Hartilnilngsilh, Loc Cilt., hlm. 58-59 
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selgala kelpelntingan si pelmbelri kuasa.” Selhingga akta kuasa melnjual ini 

melrupakan kuasa khusus karelna didalamnya ada ikhwal yang belrkaitan 

delngan pelmindahan suatu hak yang selharusnya dilakukan ollelh pelnjual. 

Keltelntuan yang melngatur melngelnai akta kuasa melnjual sampai saat 

ini bellum ada selcara khusus melngaturnya. Hal ini diselbabkan karelna akta 

kuasa melnjual noltariil melrupakan selbuah prolduk hukum hasil dari 

pelrjanjian pelndahuluan (PPJB) yang dilakukan ollelh pihak pelnjual dan 

pelmbelli. Namun pada prolsels jual belli bellum dapat dilaksanakan karelna 

selbab telrtelntu yang kelmudian dituangkan dalam PPJB, bahwa pihak pelnjual 

selpakat untuk melnjual tanahnya kelpada pihak pelmbelli yang tellah diselpakati 

selbagaimana dalam pelrjanjian, 58lazimnya ini dinamakan PPJB Lunas. Hal 

ini dilakukan ollelh para pihak guna telrwujudnya AJB.  

Akta Kuasa Melnjual Noltariil belrfungsi melmbelrikan kelpastian dan 

pelrlindungan hukum, seldelrhananya, bahwa pelmbelli sudah melmbayar lunas 

atas harga tanah yang tellah diselpakati, selhingga melnunda kelinginan untuk 

selgelra melmiliki, melmanfaatkan, dan melnggunakan haknya telrhadap tanah 

yang dibelli. Namun, bellum bisa dibuatkan Akta Jual Belli (AJB) yang 

melrupakan prolsels pelmindah tanganan status kelpelmilikan dan pelnguasaan 

hak atas tanah di hadapan PPAT selsuai keltelntuan pelraturan pelrundang-

undangan.59 

 

D. Konsepsi Akta Kuasa Menurut Perspektif Islam 

 
58 Ilbild, hlm 8 
59 Ilbild, hlm. 6 
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1. Pengertian Akta Kuasa 

Delwasa ini selselolrang melnjadi lelbih prolduktif delngan kelgiatan 

selhari-hari. Hal ini selring melmbuat selselolrang tidak selmpat untuk 

mellaksanakan selndiri urusannya, bukan hanya itu kelndala lainnya selpelrti 

jarak dan kolndisi kelselhatan juga melrupakan faktolr selselolrang tidak dapat 

mellaksanakan urus-urusannya. Belbelrapa faktolr inilah yang melnyelbabkan 

selselolrang melmbutuhkan jasa olrang lain untuk mellakukan urus-urusannya 

telrselbut. Pelnyelrahan selsuatu urusan pribadi kelpada olrang lain untuk atas 

namanya telrselbut diistilahkan delngan “pelmbelrian kuasa atau wakȃlah”60 

wakȃlah para istilah dari para ulama antara lain: 

a. Hanafiyah belrpelndapat bahwa wakȃlah adalah selselolrang 

melnggantikan polsisi olrang dalam pelngellollaan (masalah telrtelntu). 

b. Malikiyah belrpelndapat bahwa wakalah adalah selselolrang melnelmpati 

(melnggantikan) polsisi olrang lain dalam haknya, dan ia mellaksanakan 

polsisi telrselbut. 

c. Syafi’iyah belrpelndapat bahwa wakȃlah adalah pelrumpamaan 

selolrang melmbelrikan kuasa kelpada olrang yang ditunjuk untuk 

melwakili pada masa hidupnya 

 

Dari belbelrapa delfinisi di atas dapat disimpulkan bahwa wakȃlah  

adalah pelnguasaan hak, pellimpahan kelkuasaan, dan pelmbelrian mandat 

 
60 Ilsyeul Siltil Salfilah, 2020, “Tilnjaulan Hulkulm Ilslam Terhadap Praktilk Pelilmpahan Kulasa 

Penjulalan Emas Secara Kredilt Yang Diljadilkan Pilnjaman Dil Desa Selajambe Kecamatan Cilsaat 

Kabulpaten Sulkabulmil”, Skrilpsil Fakulltas Syarilah dan Hulkulm UlIlN Walilsongo, Semarang, hlm. 15 



51 

 

 

 

kelpada olrang yang dipelrcaya 61ollelh pelmbelri kuasa untuk melwakilkannya 

dalam kurun waktu telrtelntu, untuk mellakukan pelrbuatan selsuai delngan 

pelrseltujuan atau kelselpakatan yang dibelnarkan melnurut syara’ atau syariat 

islam. 

2. Dasar hukum Akta kuasa 

Dasar hukum wakalah adalah bollelh dilakukan dalam ikatan kolntrak 

yang disyariatkan delngan dasar hukum ibahah (dipelrbollelhkan), 62 

kelmudian, dasar hukum dan pelneltapan telntang Wakalah belrdasarkan 

belbelrapa macam, selbagai belrikut: 

a. Al-Quran 

نْهُمْ  قَاۤىِٕل   قَالَ  بَيْنهَُمْ   لِيَتسََاۤءَلوُْا بَعثَْنٰهُمْ  وَكَذٰلِكَ  يَوْم    بَعْضَ  اوَْ  يوَْمًا لَبثِْنَا  قَالوُْا لبَِثْتمُْ   كَمْ  م ِ  

ا لبَِثتْمُْ   بِمَا اعَْلَمُ  رَبُّكُمْ  قَالُوْا ْٓ  بِوَرِقِكُمْ  احََدَكُمْ  فَابْعَثوُْْٓ طَعَامًا  ازَْكٰى  ايَُّهَآْ  فَلْيَنْظُرْ  الْمَدِيْنةَِ  اِلَى  هٰذِه   

نْهُ  بِرِزْق   لْيَأتِْكُمْ فَ  ۝١٩ احََدًا بِكُمْ  يشُْعِرَنَّ  وَلَ  وَلْيتَلَطََّفْ  م ِ    

Artinya: Delmikianlah, Kami melmbangunkan melrelka agar saling 

belrtanya di antara melrelka (selndiri). Salah selolrang di antara 

melrelka belrkata, “Sudah belrapa lama kamu belrada (di sini)?” 

Melrelka melnjawab, “Kita belrada (di sini) selhari atau seltelngah 

hari.” Melrelka (yang lain lagi) belrkata, “Tuhanmu lelbih 

melngeltahui belrapa lama kamu belrada (di sini). Maka, utuslah 

salah selolrang di antara kamu pelrgi kel kolta delngan melmbawa 

uang pelrakmu ini. Helndaklah dia mellihat manakah makanan 

yang lelbih baik, lalu melmbawa selbagian makanan itu 

untukmu. Helndaklah pula dia belrlaku lelmah lelmbut dan 

 
61 Abul Azam Al Hadil, 2017, Filkilh Mulamalah Kontemporer, Cet. 1, Rajawalil Pers, Depok, 

hlm 140. 
62 Harilman Sulrya Silregar & Koko Khoeruldiln, 2019, Filkilh Mulamalah Teoril dan 

Ilmplementasil, Cet. 1, Remaja Rosdakarya, Bandulng, hlm 246. 
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jangan selkali-kali melmbelritahukan keladaanmu kelpada siapa 

pun. (Q.S. Al-Kahfi:19) 

 

نْ  حَكَمًا  فَابْعثَوُْا  بَيْنهِِمَا  شِقَاقَ  خِفْتمُْ  وَانِْ  نْ  وَحَكَمًا  اهَْلِه   مِ  يُّوَف ِقِ  اصِْلََحًا يُّرِيْدَآ انِْ  اهَْلِهَا   مِ   

۝٣ خَبِيْرًا عَلِيْمًا  كَانَ  اٰللَّ  انَِّ  بيَْنهَُمَا   اٰللُّ   

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir telrjadi pelrselngkeltaan di antara 

kelduanya, utuslah selolrang juru damai dari kelluarga laki-laki 

dan selolrang juru damai dari kelluarga pelrelmpuan. Jika 

kelduanya belrmaksud mellakukan islah (pelrdamaian), niscaya 

Allah melmbelri taufik kelpada kelduanya. Selsungguhnya Allah 

Maha Melngeltahui lagi Mahatelliti. (Q.S. An-Nisa: 35) 

 

3. Hadis 

Sellain ayat-ayat Al-Quran, pelngaturan wakalah atau pelrwakilan juga 

dilandasi delngan hadis nabi yang melngatakan dan artinya: Dari Jabir r.a. 

ia belrkata aku kelluar pelrgi kel Khibar, lalu aku datang kelpada Rasulullah 

SAW, maka belliau belrsabda, bila elngkau dating pada wakilku, maka 

ambillah darinya 15 wasaq (H.R. Abu Dawud) 

 Dalam kelhidupan selhari-hari, Rasulullah tellah melwakilkan kelpada 

olrang lain untuk belrbagai urusan. Diantaranya ialah melmbayar utang, 

melwakilkan pelneltapan had, dan melmbayarnya, melwakilkan pelngurusan, 

melmbagi kandang helwan dan lain-lain.63 

4. Rukun dan Syarat Akta kuasa 

 
63 Mulhammad Syafil’Il Antonilo, 2001, Bank Syarilah: Daril Teoril ke Praktilk, Cet. 1, Gema 

Ilnsanil, Jakarta, hlm. 121.  
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Selbellum mellakukan wakalah (pelrwakilan) harus melmelnuhi rukun 

dan syarat yang tellah ditelntukan. Jumhur ulama belrpelndapat bahwa rukun 

dan syarat wakalah selkurang-kurangnya ada elmpat yaitu Pihak pelmbelri 

kuasa (muwakkil), pihak pelnelrima kuasa (wakil), olbjelk yang dikuasakan 

(tawkil) dan ijab Kabul (sighat).64 Belrikut ini pelnjellasan singkat dari 

kelelmpat rukun dan syarat wakalah: 

a. Olrang yang melwakilkan/pelmbelri kuasa (Al-Muwakkil) 

Syarat olrang yang dapat melwakilkan haruslah olrang yang 

belrtindak selbagai pelmilik atau olrang yang dapat belrtindak telrhadap 

selsuatu yang ia wakilkan.65 Tidak hanya itu, telntunya kelcakapan dalam 

mellakukan selbuah pelrbuatan hukum. 

b. Olrang yang diwakilkan (Al-Wakil) 

Syarat olrang yang melwakili atau pelnelrima kuasa telntu olrang 

yang belrakal dan tidak melngalami gangguan jiwa atau melmiliki 

kelcakapan yang mellelkat padanya karelna nantinya ia akan melnelrima 

selbuah pelrbuatan untuk dan atas nama olrang selhingga dipelrlukan olrang 

yang belrakal dan cakap hukum. 

c. Olbjelk yang Diwakilkan 

Olbjelk pada wakalah haruslah belrbelntuk selbuah 

pelkelrjaan/pelrbuatan/Tindakan yang pada saat dikuasakan kelpada 

pelnelrima kuasa (wakil) melrupakan pelkelrjaan yang selharusnya 

 
64 Harilman Sulrya Silregar & Koko Khoeruldiln, Op Cilt., hlm 250 
65 Abul Azam Al Hadil, Op Cilt., hlm. 141 
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dilakukan pelmbelri kuasa (Al-Muwakkil). Pelkelrjaan yang dikuasakan 

harus jellas spelsifikasi dan kritelrianya melskipun hanya dari satu 

tinjauan66. Olbjelk harus dari jelnis pelkelrjaan yang bollelh dikuasakan pada 

olrang lain, selhingga ulama belrpelndapat, tidak sah melnguasakan selsuatu 

yang belrsifat ibadah badaniah murni, selpelrti salat dan puasa.67 

d. Ijab Kabul (Sighat) 

Sighat atau lafadz disampaikan delngan kalimat yang 

melnunjukkan kelikhlasan ollelh olrang yang melwakilkan atau pelmbelri 

kuasa selbagai tanda kelrellaannya dan pihak wakil atau yang melwakili 

melnelrimanya (Kabul) melskipun tidak ada ucapan ataupun tindakan. 

Kelmudian bahasa pelnyelrahan kuasa tidak dikaitkan delngan syarat 

telrtelntu, sellain itu sighat wakalaf bollelh delngan pelmbatasan masa tugas 

al wakil atau yang melwakili atau pelnelrima kuasa. 

5. Berakhirnya Akta kuasa 

Awal dari pelmbelrian kuasa ialah dari pelrseltujuan atau kelselpakatan. 

Telrdapat belbelrapa faktolr yang melnyelbabkan belrakhirnya suatu akta kuasa, 

yaitu: 

a. Al-Faskh (Pelmbatalan Kolntrak) 

Bahwa wakalah belrbelntuk dari ikatan pelrjanjian atau kolntrak 

keldua bellah pihak, selhingga kapan pun melrelka melnghelndaki dapat 

melmbatalkan ikatan kolntrak telrselbut.  

 
66 Harilman Sulrya Silregar & Koko Khoeruldiln, Op Cilt.,  hlm. 251 
67 Harilman Sulrya Silregar & Koko Khoeruldiln, Loc Cilt., hlm. 251 
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b. Cacat Kellayakan Tasharruf nya 

Cacat kellayakan yang dimaksud ialah yang belrkaitan delngan 

kolndisi keljiwaan dari keldua bellah pihak dari al-muwakkil maupun al-

wakil. Teltapi cacat kellayakan tasharruf nya juga belrkaitan delngan 

melngalami kelmatian, baik dikeltahui ollelh pihak yang lain atau tidak. 

c. Hilangnya status kelpelmilikan atau hak dari pelmbelri kuasa (Al-

Muwakkil) 

Hal ini belrkaitan delngan kelluarnya olrang yang melwakilkan dari 

kelpelmilikan. Kelmudian ini telrjadi keltika Al-Muwakkil Misalnya, 

melnjual selpelda moltolr yang dikuasakan kelpada Al-Wakil untuk 

diselwakan.68 

 

E. Tinjauan umum tentang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) 

1. Pengertian dan dasar pengaturan Notaris 

Pelngelrtian noltaris melnurut Kamus Belsar Bahasa Indolnelsia (KBBI) 

adalah olrang yang melndapat kuasa dari pelmelrintah untuk melngelsahkan dan 

melnyaksikan belrbagai surat pelrjanjian, surat wasiat, akta, dan selbagainya. 

69 Noltaris adalah selolrang peljabat nelgara atau peljabat yang dapat diangkat 

ollelh nelgara untuk mellakukan tugas-tugas nelgara dalam hal pellayanan 

hukum kelpada masyarakat delngan tujuan telrcapainya kelpastian hukum 

selbagai pelmbuat akta oltelntik yang melmiliki kelkuatan pelmbuktian yang 

 
68 Harilman Sulrya Silregar & Koko Khoeruldiln, Op Cilt., hlm 253. 
69 Departemen Pendildilkan, Kamuls Besar Bahasa Ilndonesila 
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selmpurna dalam lingkup kelpelrdataan, delngan ini kelbelradaan noltaris 

belrguna untuk kelpelntingan umum. Sudiknol Melrtolkusumol belrpelndapat, 

akta yaitu: “surat selbagai alat bukti yang dibelri tanda tangan, yang melmuat 

pelristiwa- pelristiwa yang melnjadi dasar daripada suatu hak atau pelrikatan, 

yang dibuat seljak selmula delngan selngaja untuk pelmbuktian 

Di dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nolmolr 3 telntang Pelraturan 

Jabatan Noltaris di Indolnelsia tellah dirumuskan pelngelrtian noltaris. Para 

noltaris adalah peljabat-peljabat umum, khususnya belrwelnang untuk 

melmbuat akta-akta autelntik melngelnai selmua pelrbuatan, pelrseltujuan, dan 

kelteltapan yang dipelrintahkan atas undang-undang atau dikelhelndaki ollelh 

olrang-olrang yang belrkelpelntingan. Tulisan ini telrbukti selbagai tulisan atau 

akta oltelntik untuk melnjamin hari dan tanggalnya selrta melmbelrikan 

pelnjellasan kelpada para pihak yang belrsangkutan telrhadap isi dari suatu 

prolduk hukum lainnya. Tidak hanya itu, noltaris juga melnyimpan akta-akta 

dan melngelluarkan grolssel-grolssel, Salinan, dan kutipan-kutipannya.  

Undang-Undang Relpublik Indolnelsia Nolmolr 2 Tahun 2014 telntang 

Pelrubahan atas Undang-Undang Nolmolr 30 Tahun 2004 telntang Jabatan 

Noltaris (sellanjutnya diselbut UU Nol. 2 Tahun 2014). Belrdasarkan Pasal 1 

angka 1 UU Nol. 2 Tahun 2014, melnjellaskan bahwa: 

“Noltaris adalah peljabat umum yang belrwelnang untuk melmbuat akta 

autelntik dan melmiliki kelwelnangan lainnya selbagaimana dimaksud 

dalam UndangUndang ini atau belrdasarkan undang-undang lainnya.” 

 

Pelmelrintah melnghelndaki noltaris selbagai peljabat umum yang 

diangkat dan dibelrhelntikan ollelh pelmelrintah dan dibelri welwelnang dan 
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kelwajiban untuk dapat melmbelrikan pellayanan kelpada masyarakat dalam 

melmbantu melmbuat pelrjanjian, melmbuat akta belselrta pelngelsahannya yang 

juga melrupakan kelwelnangan noltaris. Kelwelnangan noltaris diatur dalam 

pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nolmolr 2 Tahun 2014,  

“Noltaris belrwelnang melmbuat Akta autelntik melngelnai selmua pelrbuatan, 

pelrjanjian, dan pelneltapan yang diharuskan ollelh pelraturan 

pelrundangundangan dan/atau yang dikelhelndaki ollelh yang 

belrkelpelntingan untuk dinyatakan dalam Akta autelntik, melnjamin 

kelpastian tanggal pelmbuatan Akta, melnyimpan Akta, melmbelrikan 

grolssel, salinan dan kutipan Akta, selmuanya itu selpanjang pelmbuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikelcualikan kelpada peljabat lain atau 

olrang lain yang diteltapkan ollelh undang-undang” 

 Peljabat noltaris diangkat dan dibelrhelntikan ollelh Melntelri dalam hal 

ini Melntelri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelmbinaan dan olelngawasan 

ada pada peljabat yang ada di bawah kelmeltelrian telrselbut yakni Pelngadilan 

Nelgelri 70 

2. Pengertian dan dasar pengaturan PPAT 

Peljabat Pelmbuat Akta Tanah (PPAT) diatur di dalam Pelraturan 

Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 telntang Pelraturan Jabatan Peljabat 

Pelmbuat Akta Tanah. Pelraturan ini lahir mellelngkapi hukum pelndaftaran 

tanah yang diatur dalam Pelraturan Pelmelrintah Nolmrol 24 Tahun 1997 

telntang Pelndaftaran tanah. Keldua pelraturan telrselbut melrupakan 

pelngeljawantahan dari UUPA. Maka delngan ini pelran dan hadirnya PPAT 

 
70 Baharuldiln, 2014, Kewenangan Pejabat Pembulat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Julal 

Belil Tanah, Julrnal Keadillan Progresilf, Vol. 5, No. 1, hlm 89 
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melrupakan kolmpolneln pelnting yang tak telrpisahkan dari lingkup 

kelpelrdataan khususnya dalam ranah pelrtanahan. 

Belrdasarkan Pasal 1 angka 1 Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 24 Tahun 

2016 telntang Pelrubahan atas Pelraturan Pelmelrintah Nolmolr 37 tahun 1998 

telntang Pelraturan Jabatan Peljabat Pelmbuat Akta Tanah, yang belrbunyi 

“Peljabat Pelmbuat Akta Tanah, sellanjutnya diselbut PPAT, adalah peljabat 

umum yang dibelri kelwelnangan untuk melmbuat akta-akta oltelntik melngelnai 

pelrbuatan hukum telrtelntu melngelnai hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun” 

 

Selbagai peljabat umum yang dibelrikan kelwelnangan belrdasarkan 

Pasal 2 ayat (1) PP Nolmolr 37 Tahun 1998, yang belrbunyi 

“PPAT belrtugas polkolk mellaksanakan selbagian kelgiatan pelndaftaran tanah 

delngan melmbuat akta selbagai bukti tellah dilakukannya pelrbuatan hukum 

telrtelntu melngelnai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, 

yang akan dijadikan dasar bagi pelndaftaran pelrubahan data pelndaftaran 

tanah yang diakibatkan ollelh pelrbuatan hukum itu.” 

 

Delmikian halnya delngan noltaris, dalam mellaksanakan 

kelwelnangannya dalam melmbuat akta oltelntik melngelnai selmua pelrbuatan 

hukum melngelnai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Proses Pembuatan Akta Kuasa Menjual Notariil dalam Proses Peralihan 

Hak Atas Tanah 

1. Gambaran Umum Akta Kuasa Menjual Notariil pada Kantor Notaris 

di Wilayah Kabupaten Grobogan 

Pelnellitian ini belrdasarkan olbselrvasi dan wawancara delngan Bapak 

Mulyolnol, S.H., M.Kn. sellaku Noltaris/PPAT di Kabupateln Grolbolgan 

delngan wilayah jabatan Prolvinsi Jawa Telngah delngan Surat Kelputusan 

Melntelri Hukum dan HAM RI Nol. AHU-00401.AH.02.01.TAHUN 2015 

Telntang Pelngangkatan Noltaris. Kantolr Noltaris/PPAT ini belralamat di Jl. 

M.H. Thamrin Nol. 23, Sambak, Danyang, Kelc. Purwoldadi, Kabupateln 

Grolbolgan, Jawa Telngah. 

Kelbelradaan selolrang noltaris dalam prolsels pelralihan hak atas tanah 

mellalui jual belli delngan akta kuasa melnjual saat ini melnjadi salah satu 

sollusi yang diharapkan dapat melmpelrmudah kelpelmilikan tanah delmi 

masyarakat. Delngan seliring belrtambahnya kelinginan masyarakat telrhadap 

kelpelmilikan hak suatu tanah, namun prolsels pelralihannya telrbilang rumit. 

Maka delngan adanya kelwelnangan noltaris yang telrtuang dalam Pasal 15 ayat 

(1) UU Nol. 2 Tahun 2014 telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmolr 

30 Tahun 2004 Telntang Jabatan Noltaris,  

“Noltaris belrwelnang melmbuat Akta autelntik melngelnai selmua 

pelrbuatan, pelrjanjian, dan pelneltapan yang diharuskan ollelh pelraturan 

pelrundang-undangan dan/atau yang dikelhelndaki ollelh yang 
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belrkelpelntingan untuk dinyatakan dalam Akta autelntik, melnjamin 

kelpastian tanggal pelmbuatan Akta, melnyimpan Akta, melmbelrikan 

grolssel, salinan dan kutipan Akta, selmuanya itu selpanjang pelmbuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikelcualikan kelpada peljabat lain 

atau olrang lain yang diteltapkan ollelh undang-undang.” 

Dari pelnjellasan kelwelnangan noltaris dari pasal diatas, maka selolrang 

peljabat noltaris belrwelnang melmbuat akta oltelntik melngelnai belrbagai 

pelrbuatan, biasanya selolrang noltaris dalam mellaksanakan kelwelnangan 

belrdasarkan kelbutuhan dan kelhelndak para pihak yang belrsangkutan atau 

belrsifat privaat (kelpelrdataan).  

Akta kuasa melnjual melrupakan akta oltelntik yang dibuat ollelh noltaris 

yang belrisi melngelnai kelbutuhan dan kelselpakatan para pihak yang 

belrsangkutan dalam hal ini ialah pelmbelri kuasa (pelnjual/pelmilik tanah) dan 

pelnelrima kuasa (pelmbelli). Selpelrti pada pelnjellasan yang lalu, akta kuasa 

melnjual melrupakan pelrbuatan hukum lanjutan yang belrsifat olpsiolnal yaitu 

dibuat apabila dibutuhkan. Baik dilakukan mellalui PPJB telrlelbih dahulu 

maupun tidak. Akta ini juga selbagai belntuk kelpastian hukum kelpada 

pelmbelli tanah supaya dapat melmpelrollelh Akta Jual Belli (AJB) dari PPAT, 

selbab pelralihan hak atas tanah selcara yuridis. Ditandai delngan adanya AJB 

(jika mellalui jual belli) dan pelrubahan balik nama dari Badan/Kantolr 

Pelrtanahan atas selrtifikat tanah.  

Kabupateln Grolbolgan melrupakan wilayah administratif dari Prolvinsi 

Jawa Telngah delngan luas wilayah 2.023,849 Km2 melmbelntang dari arah 

barat kel timur selpanjang + 83 Km dan dari utara kel sellatan +37 km delngan 

hal ini melnjadikan Kabupateln Grolbolgan melrupakan kabupateln telrluas kel-
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2 di Prolvinsi Jawa Telngah.71 Pusat pelmelrintahan atau ibukolta kabupateln 

telrleltak di Purwoldadi. Pada selnsus pelnduduk tahun 2023 selmelstelr I, 

pelnduduk Kabupateln Grolbolgan belrjumlah 1.507.156 jiwa delngan jumlah 

pelnduduk laki-laki 757.655 jiwa dan pelrelmpuan selbanyak 749.501 jiwa, 

selsuai delngan Pelrda Nol. 12 Tahun 2021 telntang Relncana Tata Ruang 

Wilayah Kabupateln Grolbolgan tahun 2021 – 2041 selbelsar 744 jiwa/Km272 

Pelrtumbuhan elkolnolmi di Kabupateln Grolbolgan melngalami belbelrapa 

geljollak yang tak dapat telrhindarkan misalnya dikarelnakan pandelmi colvid-

19 pada tahun 2020 hingga pada tahun 2022. Namun pelmelrintah Kabupateln 

Grolbolgan mellakukan pelrbaikan pelrtumbuhan elkolnolmi mellalui Pelndaftaran 

Tanah Sistelmatis Lelngkap (PTSL) di tahun 2023 dalam agelnda ini 

melnargeltkan 25 ribu lahan yang akan belrselrtifikat mellalui prolgram PTSL. 

Kelgiatan ini diharapkan supaya masyarakat melmiliki selrtifikat tanah guna 

salah satunya untuk kelpelntingan elkolnolmi. Bahwa pada dasarnya selrtifikat 

tanah melrupakan surat belrharga yang dapat dijadikan jaminan untuk 

melmpelrollelh dana untuk kelpelntingan kelhidupan dan pelrelkolnolmian 

masyarakat. 

Kelbutuhan akan tanah yang selmakin masif telrjadi kelbanyakan 

mellalui prolsels jual belli tanah. Pelrbuatan jual belli tanah melrupakan 

pelrbuatan hukum yang pelmindahannya harus dilakukan di hadapan Peljabat 

 
71 DMPTSP Kab. Grobogan 2022, https://dpmptsp.grobogan.go.ild/2-ulncategorilsed/353-

profill-kabulpaten-grobogan dilakses tanggal 28 Aprill 2024 pkl 22.30. 
72 Gulnawan, “Agregat Data Kependuldulkan Tahuln 2023 Semester 1”, 

https://dilspendulkcapill.grobogan.go.ild/detaill/data-agregat-kependuldulkan-tahuln-2023-semester-

il#:~:text=Ulntulk%20Kabulpaten%20Grobogan%20julmlah%20penduldulk,penduldulk%20Kabulpaten

%20Grobogan%20mengalamil%20pertambahan dilakses tanggal 29 Aprill 2024 pkl. 11.30 

https://dpmptsp.grobogan.go.id/2-uncategorised/353-profil-kabupaten-grobogan
https://dpmptsp.grobogan.go.id/2-uncategorised/353-profil-kabupaten-grobogan
https://dispendukcapil.grobogan.go.id/detail/data-agregat-kependudukan-tahun-2023-semester-i#:~:text=Untuk%20Kabupaten%20Grobogan%20jumlah%20penduduk,penduduk%20Kabupaten%20Grobogan%20mengalami%20pertambahan
https://dispendukcapil.grobogan.go.id/detail/data-agregat-kependudukan-tahun-2023-semester-i#:~:text=Untuk%20Kabupaten%20Grobogan%20jumlah%20penduduk,penduduk%20Kabupaten%20Grobogan%20mengalami%20pertambahan
https://dispendukcapil.grobogan.go.id/detail/data-agregat-kependudukan-tahun-2023-semester-i#:~:text=Untuk%20Kabupaten%20Grobogan%20jumlah%20penduduk,penduduk%20Kabupaten%20Grobogan%20mengalami%20pertambahan
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Pelmbuat Akta Tanah (PPAT) untuk melndapatkan Akta Jual Belli (AJB) 

selrta dilakukan pelndaftaran hak di Kantolr Pelrtanahan73. Sellanjutnya 

Kantolr Pelrtanahan akan melnelrbitkan selrtifikat tanah selbagai bukti 

kelpelmilikan atas suatu tanah yang dibelli telrselbut. Prolsels jual belli ini tidak 

selrta melsta hanya bisa dilakukan di hadapan PPAT, teltapi dalam prolse ls 

pelngikatan atau kelselpakatan jual belli dapat dilakukan di hadapan noltaris 

yaitu mellalui Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli (PPJB). 

Jumlah pelmbuatan PPJB dan akta kuasa melnjual di Kantolr 

Noltaris/PPAT Bapak Mulyolnol, S.H., M.Kn pada pelrioldel tahun 2022-2024 

rellatif  banyak yakni selbanyak 49 buah. Belrikut selcara deltail: 

Tabell 1.1 Jumlah PPJB dan Akta di Kantolr Noltaris/PPAT MulyolnolS.H., 

M.Kn 

No. Nomor Akta Tanggal Sifat Akta 

1.  32 4/21/2022 Akta kuasa 

2.  14 6/12/2022 PPJB 

3.  15 6/13/2022 Akta kuasa 

4.  18 6/20/2022 PPJB 

5.  19 6/20/2022 Akta kuasa 

6.  27 6/30/2022 Akta kuasa 

7.  2 7/2/2022 PPJB 

8.  3 7/2/2022 Akta kuasa 

9.  6 7/4/2022 PPJB 

 
73 Mochamad Nulraill Zamronil, 2021, “ Analilsils Yulrildils Pelaksanaan Peralilhan Hak Atas 

Tanah dan Bangulnan dengan Akta Julal Belil dil Kantor Pertanahan Kabulpaten Grobogan”, Tesils 

Fakulltas Hulkulm Ulnilssulla, Semarang, hlm. 80 
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10.  7 7/4/2022 Akta kuasa 

11.  9 7/6/2022 Akta kuasa 

12.  15 8/18/2022 PPJB 

13.  16 8/18/2022 Akta kuasa 

14.  17 8/18/2022 PPJB 

15.  18 8/18/2022 Akta kuasa 

16.  32 8/29/2022 PPJB 

17.  33 8/29/2022 Akta kuasa 

18.  37 8/30/2022 PPJB 

19.  38 8/30/2022 Akta kuasa 

20.  39 8/30/2022 Akta kuasa 

21.  40 8/30/2022 Akta kuasa 

22.  41 8/30/2022 Akta kuasa 

23.  28 9/30/2022 PPJB 

24.  29 9/30/2022 Akta kuasa  

25.  19 11/30/2022 PPJB 

26.  20 11/30/2022 Akta kuasa 

27.  28 12/30/2022 Akta kuasa 

28.  29 12/30/2022 Akta kuasa 

29.  13 1/12/2023 Akta kuasa 

30.  33 1/31/2023 PPJB 

31.  34 1/31/2023 Akta kuasa 
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32.  40 1/31/2023 PPJB 

33.  41 1/31/2023 Akta kuasa 

34.  25 2/28/2023 PPJB 

35.  26 2/28/2023 Akta kuasa 

36.  22 3/31/2023 Akta kuasa 

37.  23 3/31/2023 Akta kuasa 

38.  17 4/28/2023 Akta kuasa 

39.  24 7/27/2023 PPJB 

40.  25 7/27/2023 Akta kuasa 

41.  19 11/18/2023 PPJB 

42.  20 11/18/2023 Akta kuasa 

43.  21 11/18/2023 PPJB 

44.  22 11/18/2023 Akta kuasa 

45.  23 11/18/2023 PPJB 

46.  24 11/18/2023 Akta kuasa 

47.  22 3/28/2024 Surat kuasa 

48.  3 5/3/2024 PPJB 

49.  4 5/3/2024 Akta kuasa 

Sumbelr : dari Kantolr Noltaris/PPAT Mulyolnol S.H., M.Kn di Kabupateln 

Grolbolgan 

Padatnya masyarakat di Kabupateln Grolbolgan melndolrolng 

kelbutuhan akan tanah selmakin signifikan, dibutuhkan prolsels yang celpat dan 

mudah dalam melmpelrollelh hak suatu tanah untuk dihaki, dimanfaatkan, dan 
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digunakan untuk kelhidupan. Maka delngan delmikian, noltaris sellaku peljabat 

yang belrwelnang dalam mellakukan pelmbuatan akta oltelntik dalam selmua 

pelrbuatan para pihak tak telrkelcuali pelmbuatan akta kuasa melnjual noltariil 

guna untuk melngalihkan suatu hak atas tanah dari pelmilik lama (pelnjual) 

kel pelmilik baru (pelmbelli).  

2. Proses Pembuatan Akta Kuasa Menjual Notariil dalam Proses 

Peralihan Hak Atas Tanah 

Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli (PPJB) belrisi telntang yang pada 

polkolknya pelnjual dan pelmbelli melngikatkan diri dalam selbuah pelrjanjian 

pelndahuluan. Para pihak belbas dalam melnelntukan isi, syarat-syarat, 

maupun belntuk pelrjanjian. Namun supaya pelrjanjian telrselbut sah dan dapat 

dijadikan alat bukti yang kuat dan selmpurna, maka para pihak harus 

melmbuat pelrjanjian dihadapan noltaris supaya pelrjanjian telrselbut belrupa 

akta noltariil. belgitu halnya delngan akta kuasa melnjual noltariil. Akta ini 

telrmasuk kel dalam akta pelrjanjian noltariil karelna dalam prolsels 

pelmbuatannya dilakukan ollelh selolrang peljabat umum yang belrwelnang, dan 

noltaris harus melmpelrhatikan hal-hal yang tidak mellanggar pelraturan 

pelrundang-undangan, keltelrtiban umum, dan kelsusilaan. 74 

Noltaris dalam mellakukan pelmbuatan suatu akta noltariil harus 

melmpunyai pelngeltahuan dan kelilmuan yang luas melngelnai pelrjanjian atau 

akta. Karelna tidak jarang noltaris harus dapat melmbuat suatu pelrjanjian 

 
74 Yogil Hanapilah, Silgilt Prilhanto, Sril Endah Wahyulnilngsilh, 2018, Hal-Hal Yang Perlul 

Dilperhatilkan Oleh Notarils Dalam Membulat Akta Perjanjilan Notarilill, Julrnal Akta, Vo. 5, No.1, hlm. 

113 
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dalam belntuk apapun bahkan yang bellum ada colntolh akta pelrjanjiannya. 

Delngan pelngeltahuan yang melndalam, dalam melmbuat akta noltariil noltaris 

pelrlu melmbangun struktur akta dan melnyusun selbuah akta noltaris selsuai 

anatolmi akta juga melmbutuhkan prinsip kelhati-hatian karelna akta oltelntik 

yang dibuat noltaris (akta noltariil) melmiliki kelkuatan hukum yang 

selmpurna. Ada belbelrapa hal yang dijadikan dasar untuk melmbuat suatu akta 

noltaris, antara lain: 75 

a. Latar bellakang yang akan dipelrjanjikan. 

b. Idelntifikasi para pihak (subjelk hukum) 

c. Idelntifikasi olbjelk yang akan dipelrjanjikan. 

d. Melmbuat kelrangka akta 

e. Melrumuskan substansi akta 

1) Keldudukan para pihak 

2) Batasan-batasan (yang bollelh atau tidak dipelrbollelhkan) melnurut 

aturan hukum. 

3) Hal-hal yang dibatasi dalam pellaksanannya 

4) Pilihan hukum dan pilihan pelngadilan 

5) Klausula pelnyellelsaian selngkelta 

6) Kaitannya delngan akta yang lain (jika ada) 

 

Akta kuasa melnjual ini melrupakan pelrjanjian belrnama selhingga 

pelrjanjian ini diatur dalam Pasal 1792 sampai delngan Pasal 1819 

 
75 Sulmilnil & Amiln Pulrnawan, 2017, Peran Notarils Dalam Membulat Akta Perjanjilan 

Notarilill, Julrnal Akta, Vol. 4, No. 4, hlm. 564 
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KUHPelrdata. Maka dalam mellakukan pelmbuatan akta kuasa melnjual 

selolrang noltaris harus belrdasar pada KUH Pelrdata dan Pelraturan lain yang 

melngaturnya selrta harus melmpelrhatikan hal-hal yang tidak mellanggar 

pelraturan pelrundang-undangan, keltelrtiban umum, dan kelsusilaan. Noltaris 

juga pelrlu melmpelrhatikan syarat-syarat sahnya pelrjanjian melnurut pasal 

1320 KUH Pelrdata yaitu: 

a. Selpakat melrelka yang melngikatkan diri. 

b. Cakap untuk belrbuat suatu pelrjanjian 

c. Suatu hal telrtelntu 

d. Suatu selbab yang halal 

Noltaris dalam mellakukan pelmbuatan akta kuasa melnjual para pihak 

atau yang melmiliki kelhelndak hadir selcara langsung dihadapan noltaris, 

kelmudian belntuknya diteltapkan undang-undang. Dalam pelmbuatan akta, 

selolrang noltaris harus belrlandaskan pada koldel eltik dan Undang-Undang 

Nolmolr 2 Tahun 2014 telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nolmolr 30 

Tahun 2004 telntang Jabatan Noltaris. Adanya keldua nolrma hukum telrselbut 

diharapkan supaya noltaris dalam mellakukan pelkelrjaannya sellalu dalam 

ruang lingkup yang dibelnarkan dan dapat melmbelrikan kelpastian dalam 

rangka mellindungi kelpelntingan masyarakat atau para pihak.  

Pelmbuatan akta kuasa melnjual delngan melngeldelpankan prinsip-

prinsip yang telrtuang dalam koldel eltik noltaris. Selcara garis belsar tugas 

noltaris diatur dalam koldel eltik selbagai belrikut: 
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a. Noltaris harus mellakukan pelrbuatannya delngan baik dan belnar 

Artinya dalam mellakukukan selsuatu pelrbuatan harus melmelnuhi 

keltelntuan hukum yang belrlaku dan telrakolmoldasi kelpelntingan atau 

pelrmintaan para pihak. 

b. Noltaris melnghasilkan akta yang belrmutu dan selmpurna 

Artinya akta yang dibuat atau pelrilaku noltaris harus belrpeldolman 

pada hukum dan keltelntuan lain yang belrlaku, telrmasuk didalamnya 

yakni selsuai delngan kelhelndak para pihak yang belrkelpelntingan. 

c. Belrdampak polsitif telrhadap akta atau pelrbuatan hukum lainnya 

Artinya prolduk hukum yang dikelluarkan atau dibuat ollelh noltaris 

melmpunyai kelkuatan bukti yang selmpurna. 

 

Pelnelrapan prinsip-prinsip telrselbut melmastikan agar noltaris sellalu 

belrada pada jalur yang belnar. Dan delngan pelnelrapannya diharapkan dapat 

melnjaga tingkat kelpelrcayaan masyarakat telrhadap noltaris selhingga 

masyarakat tidak ragu untuk melnggunakan jasa noltaris. Koldel eltik Noltaris 

ini juga dapat melnjadi salah satu kaidah hukum supaya noltaris 

melngeldelpankan prinsip telrselbut dalam rangka mellaksanakan tugas dan 

jabatannya bisa melmbelri kelpastian hukum untuk mellindungi kelpelntingan 

masyarakat yang belrkelpelntingan. 

Pelmbuatan akta kuasa melnjual noltariil belrdasarkan wawancara 

delngan Noltaris PPAT Mulyolnol, S.H., M.Kn. Noltaris Kabupateln Grolbolgan, 

dimana di dalam prolsels pelmbuatan ini pelrlunya belbelrapa prolseldur yang 

harus dilakukan ollelh para pihak dalam hal ini pelmbelri kuasa sellaku pelnjual 
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dan pelnelrima kuasa sellaku pelmbelli. Pada dasarnya telrbitnya akta kuasa 

melnjual noltariil yang dibuat para pihak dihadapan noltaris bukan selrta melrta 

dapat melngalihkan hak atas tanah. Pada umumnya, prolsels pelralihan hak 

atas tanah harus dilakukan dihadapan Peljabat Pelmbuat Akta Tanah (PPAT) 

sellaku yang belrwelnang dalam ikhwal pelrtanahan. Namun, seliring 

belrkelmbangnya belrbagai kelbutuhan dan keltelrbatasan waktu, selhingga 

telrdapat belntuk pelnyellelsaian prolsels pelralihan hak atas tanah mellalui akta 

kuasa melnjual noltariil. 

 Pellaksanaan prolsels pelralihan hak atas tanah mellalui jual belli delngan 

akta kuasa melnjual noltariil pada dasarnya sama delngan jual belli tanah pada 

umumnya. Akan teltapi yang melmbeldakan adalah pada saat prolsels jual belli 

dilakukan telrlelbih dahulu baik mellalui pelrjanjian pelndahuluan ataupun 

tidak. Namun, dalam hasil wawancara Belrsama Bapak Mulyolnol, S.H., 

M.Kn, Bahwa masyarakat banyak melnggunakan akta kuasa melnjual dalam 

prolsels pelralihan hak atas tanah delngan mellakukan pelrjanjian PPJB telrlelbih 

dahulu.  

“Selbellum masuk kel dalam pelmbuatan akta kuasa melnjual noltariil, PPJB 

yang tellah dibuat dan diselpakati selrta dilaksanakan delngan itikad baik ollelh 

para pihak harus tellah lunas telrlelbih dahulu. Tidak dapat dibuatkannya 

akta kuasa melnjual tanpa adanya PPJB lunas (apabila jual belli 

melnggunakan PPJB). PPJB lunas melrupakan suatu bukti atau kwitansi 

pelmbayaran prolsels jual belli tanah yang tellah dibayar lunas baik delngan 

cara angsuran maupun kolntan (tunai selkeltika) ollelh pelmbelli tanah. Selbagai 

syarat bahwa prolsels pelralihan hak atas tanah dilakukan selcara tunai. 

Delngan adanya PPJB Lunas yang digunakan selbagai dasar dalam 

pelmbuatan AJB dihadapan PPAT. Selhingga prolsels pelralihan hak atas 

tanah akibat jual belli tellah sah.” 76 

 
76 Hasill wawancara dengan Bapak Mullyono, S.H., M.Kn. sebagail Notarils/PPAT dil 

Kabulpaten Grobogan pada tanggal 16 Aprill 2024 
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Selpelrti hasil wawancara delngan noltaris diatas, seltellah PPJB Lunas 

para pihak dapat selcara langsung melmbuatkan Akta Jual Belli dihadapan 

PPAT untuk mellelgalkan prolsels pelralihan hak atas tanah (selcara yuridis). 

Namun, belrbelda halnya, jika pelnjual tidak dapat selcara langsung 

mellaksanakan hak dan kelwajibannya telrselbut karelna telrbatasnya waktu, 

jauhnya jarak, keladaan fisik, keladaan solsial, elkolnolmi, dan lainnya dapat 

dilakukan delngan melnggunakan suatu akta kuasa melnjual yang dibuat ollelh 

noltaris. 

Pelnjual yang melmiliki alasan-alasan yang telah diselbutkan diatas, 

dapat mellakukan pelmbuatan akta kuasa melnjual delngan keltelntuan selbagai 

belrikut: 

“jika selolrang pelnjual belrhalangan hadir untuk melmelnuhi hak dan 

kelwajibannya dalam prolsels pelralihan hak atas tanah yang dipelrbollelhkan 

melnurut hukum. Maka dapat dibuatkan akta kuasa melnjual yang belrguna 

selbagai alat kelpastian hukum bagi pelmbelli yang tellah mellunasi jual belli suatu 

olbyelk tanah. Misalnya, telrdapat pelnjual yang belrdolmisili di Bandung, Jawa 

Barat. Teltapi ia helndak melnjual suatu olbyelk tanah miliknya yang belrada di 

Purwoldadi, Jawa Telngah, si pelnjual belrhalangan hadir karelna suatu alasan 

yang dapat dibelnarkan. Kelmudian dibuatkannya akta kuasa dihadapan noltaris 

telmpat dolmisili pelnjual yakni noltaris di Bandung dan/atau wilayah Jawa 

Barat delngan melngkuasakan kelpada pelmbelli atau pelnelrima kuasa lainnya 

yakni mellakukan pelrbuatan hukum untuk dan atas nama pelnjual pelrihal 

melngalihkan hak atas tanah. Delngan adanya akta kuasa dari Noltaris 

Bandung/Jawa Barat ini dapat dijadikan dasar hukum (legal standing). 

Supaya dapat mellakukan prolsels pelralihan hak atas tanah di hadapan PPAT 

yakni delngan ditandatanganinya AJB.” 77 

Selpelrti hasil wawancara diatas, seltellah PPJB Lunas, dimana selolrang 

pelmbelli tellah melmelnuhi kelwajibannya yakni mellakukan pelmbayaran atas 

harga tanah yang tellah diselpakati atau lunas delngan angsuran maupun 

 
77 Hasill Wawancara dengan Bapak Mullyono, S.H., M.Kn. sebagail Notarils/PPAT dil 

Kabulpaten Grobogan pada tanggal 6 Meil 2024 
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kolntan. Lalu, selbagai alat kelpastian hukum bagi pelmbelli yang tellah 

mellunasinya, telntu melnginginkan selgelra kelpelmilikan tanah telrselbut. Ollelh 

karelna itu, dibuatkannya akta kuasa jual supaya pelmbelli atau pelnelrima 

kuasa yang dibelrikan kelkuasaan untuk dan atas nama pelnjual dapat 

melngalihkan hak nya ditandai delngan melnandatangani AJB di hadapan 

PPAT supaya prolsels pelralihan hak atas tanah telrselbut selcara telrang, tunai, 

dan riil belrdasarkan prinsip-prinsip pelralihan hak atas tanah.  

Dalam PPJB telrdapat klausul yang diselpakati ollelh para pihak 

melngelnai pelmbelrian kuasa-kuasa telrhadap kuasa telrselbut melrupakan satu 

kelsatuan yang tidak telrpisahkan dari pelngikatan jual belli ini. Ollelh karelna 

itu, di dalam PPJB juga melngatur telrkait belrakhirnya suatu pelmbelrian kuasa 

selbagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPelrdata. Namun, dalam salah 

satu klausul di dalam PPJB melnyatakan bahwa kuasa-kuasa telrselbut tidak 

akan belrakhir yang diselbabkan ollelh hal-hal yang telrcantum dalam Pasal 

1813 KUHPelrdata. Ollelh selbab itu, telrdapat kalusul yang melnelrangkan 

bahwa pelrjanjian ini (PPJB) tidak belrakhir apabila salah satu pihak 

melninggal dunia, akan teltapi melnurun dan harus ditaati ollelh ahli warisnya. 

78 Namun, tidak selmua ahli waris melnaati adanya pelrjanjian ini atau akta 

kuasa melnjual delngan alasan bahwa yang mellakukan kelselpakatan tellah 

melninggal selhingga dianggapnya tellah putus kuasa atau selgala akibat 

hukum yang timbul telrhadapnya.79  

 
78 Hasill Wawancara dengan Bapak Mullyono, S.H., M.Kn. sebagail Notarils/PPAT dil 

Kabulpaten Grobogan pada tanggal 20 Julnil 2024 
79 Hasill Wawancara dengan Bapak Mullyono, S.H., M.Kn. sebagail Notarils/PPAT dil 

Kabulpaten Grobogan pada tanggal 6 Meil 2024 
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Belrdasarkan hal-hal yang dipaparkan diatas telntunya keldudukan 

PPJB selbagai pelrjanjian pelndahuluan sangat selntral dan vital, selbab akibat 

hukum dari PPJB melngikat hingga prolsels pelralihan hak atas tanah apabila 

dilakukan mellalui kuasa-kuasa yang telrselbut didalamnya. Kuasa-kuasa 

yang dimaksud dijadikan dasar pelmbuatan akta kuasa melnjual. Dan pelrlu 

dikeltahui bahwa pelmbelrian kuasa melnjual ini dilakukan selcara substitusi 

yakni hak untuk melmindahkan kelkuasaan kelpada pihak lain (substitusi) dan 

melnarik kelmbali pelmindahan kelkuasaan itu. Maksud dari klausul telrselbut 

dibelrikan kelpada pelnelrima kuasa (pelmbelli/pihak lain) ollelh pelmbelri kuasa 

(pelnjual). Seldelrhananya, kuasa substitusi adalah pelnggantian pelnelrima 

kuasa mellalui pelngalihan. Atau kata lain bahwa kuasa substitusi adalah 

kuasa yang dapat dikuasakan kelmbali kelpada olrang lain.80 

Akta kuasa melnjual yang dalam pelmbelrian kuasanya telrdapat hak 

substitusi selbagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPelrdata yang pada 

intinya pelmbelri kuasa dapat melncabut welwelnang kuasa seltiap saat dan 

melnuntut pelngelmbalian kuasa untuk melnghindari pelnyalahgunaan surat 

kuasa. Selbab dalam pasal telrselbut melnjellaskan bahwa telrhadap melnelntukan 

siapa olrang pelngganti pelnelrima kuasa, dan telrnyata olrang telrselbut tidak 

cakap atau tidak mampu maka hal telrselbut melnjadi tanggung jawab pelmbelri 

kuasa substitusi. 

 
80 Julilta Jullilantil Tilmbulleng, 2014, Hak Sulbstiltulsil Penerilma Kulasa Dalam Perkara Perdata, 

Julrnal Lex Prilvatulm, Vol. 2, No. 3, hal. 163 



73 

 

 

 

Adapun supaya lelbih jellas prolsels pelmbuatan akta kuasa melnjual 

noltariil dalam prolsels pelralihan hak atas tanah yang telrjadi di Kantolr 

Noltaris/PPAT Mulyolnol, S.H., M.Kn pelnulis sajikan dalam skelma di bawah 

ini: 

 

 

   

 

 

 

   

Gambar 1.1 Skelma Pelmbuatan Akta Kuasa Melnjual Noltariil 

 

 Kelmudian didapati hasil dari olbselrvasi dan wawancara delngan 

Bapak Mulyolnol, S.H., M.Kn. sellaku noltaris/PPAT wilayah Kabupateln 

Grolbolgan bahwa pellaksanaan jual belli tanah mellalui akta kuasa melnjual 

noltariil selbagai belrikut: 

1) Para pihak pelnjual dan pelmbelli datang kel kantolr Noltaris/PPAT untuk 

mellakukan prolsels transaksi jual belli. Dalam hal ini Noltaris/PPAT 

melmelriksa dahulu dolkumeln-dolkumeln yang tellah dibawa dan dilakukan 

pelngelcelkan selcara telliti ollelh Noltaris/PPAT, lalu sellanjutnya 

Noltaris/PPAT juga melmbelrikan pelnyuluhan hukum kelpada para pihak 

yang belrkelpelntingan telrhadap pelrmasalahan yang dihadapi. Selhingga 
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disini pelranan selolrang Noltaris/PPAT juga mellihat keladaan dari para 

pihaknya untuk dibantu melnelmukan sollusi dan pelnyellelsaian masalah 

hukum yang dialami. Apabila telrdapat suatu kelndala yang dialami ollelh 

para pihak misalnya, keltidaklelngkapan dolkumeln dari pelmbelli, 

pelrubahan status dari tanah pelrtanian melnjadi noln pelrtanian yang pelrlu 

mellalui prolsels pelngelringan telrlelbih dahulu, ataupun keltelrbatasan dana 

yang tidak bisa mellakukan pelmbayaran selkaligus lunas, dan lainnya.  

  Mellihat felnolmelna ini, Noltaris sellaku peljabat yang 

belrwelnang dapat melmbelrikan sollusi atau pelnyellelsaian mellalui 

Pelrjanjian Pelndahuluan atau Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli (PPJB). 

Maksud dari adanya PPJB supaya melmudahkan dalam melnyellelsaikan 

urusan jual belli, seldelrhananya PPJB selbagai sollusi telrhadap 

pelrmasalahan yang telrjadi. Substansi dari PPJB belrisi hak dan 

kelwajiban yang tellah diselpakati keldua bellah pihak diselsuaikan delngan 

kelbutuhannya. PPJB ini melngikat untuk para pihak yang 

belrkelpelntingan. 

2) Seltellah Para pihak (pelnjual dan pelmbelli) melnyelpakati PPJB, kelduanya 

harus mellakukan prelstasi selbagaimana yang telrtuang di dalam PPJB. 

Dalam hal pelmindahan hak atas tanah ini belrsifat tunai, telrang, dan riil 

atau nyata. Telrang artinya pelrbuatan pelmindahan hak ini dilakukan 

dihadapan peljabat yang belrwelnang dalam hal ini ialah Noltaris/PPAT. 

Tunai maksudnya bahwa pelrbuatan pelmindahan hak dan pelmbayaran 

harganya selcara tunai. Tunai disini melmiliki arti bahwa bisa dibayar 
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selcara kolntan atau dibayar Selbagian (tunai dianggap tunai). Riil atau 

nyata maksudnya adalah akta yang ditandatangani ollelh para pihak 

melnunjukkan sifat nyata atau riil pelrbuatan hukum jual belli telrselbut. 81 

3) Seltellah pelmbelli mellunasi jual belli tanah selbagaimana yang tellah 

ditelntukan di dalam PPJB, maka dapat dilanjutkan prolsels pelralihan hak 

atas tanah delngan pelmbuatan Akta Jual Belli di hadapan PPAT. 

Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli ini melmiliki keldudukan selbagai bukti 

kwitansi tellah telrjadinya prolsels pelmbayaran atau pellunasan atas suatu 

olbyelk tanah. Maka para pihak (pelnjual dan pelmbelli) sellanjutnya dapat 

mellakukan pelnandatanganan Akta Jual Belli (AJB) selbagai bukti tellah 

sahnya pelralihan hak atas tanah dihadapan PPAT. Namun, apabila pihak 

pelnjual belrhalangan hadir, maka, mellalui surat kuasa khusus 

melmbelrikan kuasa kelpada pelnelrima kuasa supaya nantinya dapat 

dibuatkan Akta Kuasa Melnjual Noltariil. Pelnelrima kuasa tidak 

ditelntukan selcara pasti, bisa dibelrikan kelpada pelmbelli atau olrang lain 

selbagai pelnelrima kuasa. 

4) Pelmbuatan akta kuasa melnjual noltariil, pelnjual (yang belrhalangan hadir 

delngan suatu alasan yang dapat dibelnarkan) harus mellakukan 

pelnunjukkan kelpada pelnelrima kuasa supaya mellakukan pelrbuatan 

untuk dan atas namanya mellalui akta kuasa yang dibuat ollelh noltaris 

(wilayah pelnjual belrada). Belrdasarkan surat kuasa telrselbut, maka dapat 

 
81 Mochamad Rilzqil Zila Ull’haq, 2009, “Problematilka Iljiln Pengerilngan Dalam Julal Belil 

Tanah Pertanilan Dil Kota Semarang”, Tesils Magilster Kenotarilatan Ulndilp, Semarang, hlm. 36 
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dibuatkan Akta Kuasa Melnjual Noltariil yang ditujukkan kelpada 

pelnelrima kuasanya baik pelmbelli maupun olrang lain.  

5) Seltellah akta kuasa melnjual noltariil dibuat ollelh noltaris, maka prolsels 

sellanjutnya ialah pelnandatanganan Akta Jual Belli dihadapan PPAT 

(telmpat tanah belrada). Selbellumnya, para pihak (pelnjual dan pelmbelli) 

harus tellah melnyellelsaikan urusan pelmbayaran pajak PPH bagi pelnjual 

maupun BPHTB bagi pelmbelli. Seltellah transaksi telrselbut dibayarkan, 

dapat dilakukan pelnandatanganan AJB, selhingga pelmbelli atau pihak 

lain belrtindak dan belrkeldudukan selkaligus untuk dan atas nama pelnjual. 

PPAT melnelliti selluruh dolkumeln kellelngkapan pelralihan hak atas tanah 

dalam hal ini telrmasuk isi dari PPJB, Akta Kuasa Melnjual Noltariil, 

selrtifikat tanah, dan SPPT PBB maupun dolkumeln-dolkumeln lainnya. 

6) Sellambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kelrja seljak tanggal 

ditandatanganinya akta jual belli, PPAT wajib melnyampaikan akta yang 

dibuatnya belrikut dolkumeln-dolkumeln yang belrsangkutan kelpada Kantolr 

Pelrtanahan untuk didaftar. 

Syarat-syarat dalam jual belli tanah: 

a. Foltol colpy KTP Pelnjual suami istri 

b. Foltol colpy KTP Pelmbelli 

c. Foltol Colpy Kartu Kelluarga 

d. Foltol Colpy surat nikah pelnjual 

e. Foltol colpy surat keltelrangan waris apabila pelmilik selrtifikat tellah 

melninggal 
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f. Foltol colpy surat kelmatian apabila pelmilik selrtifikat tellah melninggal 

g. Foltol colpy SPPT PBB tahun belrjalan atau telrakhir 

h. Foltol colpy Selrtipikat tanah atau asli untuk ditinjau  

i. BPHTB (Bela Pelrollelhan Hak Atas Tanah dan Bangunan) 

j. SSP atau PPH dalam hal pajak telrhutang. 

 

Hal-hal yang melnyelbabkan kelbanyakan masyarakat mellakukan 

prolsels jual belli delngan akta kuasa melnjual noltariil ialah telrjadinya suatu 

pelristiwa yang melnyelbabkan si pelnjual tidak bisa melnghadap dihadapan 

PPAT untuk melnandatangani Akta Jual belli selbagai prolsels belralihnya 

kelpelmilikan tanah. Selhingga, delngan hal ini, pelmbelli melmiliki kelpastian 

hukum atas haknya. 

Menurut Pandangan penulis terhadap proses pembuatan akta kuasa 

menjual notariil dalam proses peralihan ha katas tanah yang terjadi di 

Kantor Notaris/PPAT Bapak Mulyono, S.H., M.Kn. sudah berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Meskipun 

demikian, pertunya Tindakan pencegahan atau upaya preventif terhadap 

pembuatan akta kuasa menjual notariil dalam hal peralihan ha katas tanah. 

Sebab fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat ialah meningkatnya 

berbagai modus operandi dalam melakukan kejahatan dan pelanggaran di 

bidang pertanahan. Hal tersebut dipengaruhi karena berbagai faktor baik 

internal maupun eksternal. Namun, hal ini dapat dicegah dengan lebih teliti 

dan hati-hati dalam menelaah sebuah problematika. Perlunya pemahaman 

yang kompleks serta pengalaman yang tinggi supaya menghasilkan 
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pembuatan akta kuasa menjual notariil terjaga keautentikannya sehingga 

tidak memiliki dampak atau resiko hukum dikemudian hari. 

Kecermatan dan komunikasi efektif yang terjalin antara 

Notaris/PPAT dengan klien dapat menjadi solusi dan mencegah hal-hal 

yang tidak diinginkan. Hal ini bisa mempermudah Notaris/PPAT dalam 

memahami klien sendiri hingga keluarga dan ahli warisnya, sebab 

sebagaimana Hak Atas Tanah terkuat tertinggi dan turun temurun ialah hak 

milik yang akibat hukumnya terus turun temurun kepada ahli warisnya. 

Dengan mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari yang disebabkan 

oleh ahli waris, tentu perlunya penyuluhan dan pelayanan hukum terlebih 

dahulu kepada para pihak dan ahli warisnya apabila diperlukan.  

Pembuatan akta kuasa menjual notariil atas proses jual beli tanah hak 

milik, tentunya sertipikat hak milik (SHM) dapat diserahkan atau dititipkan 

atau berada dalam kekuasaan notaris/PPAT untuk disimpan sampai hingga 

proses balik nama di Kantor ATR/BPN telah dilaksanakan. Hal ini 

dilakukan supaya mencegah sengketa oleh para ahli waris terhadap tidak 

dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pengikatan jual beli 

dan Akta kuasa menjual notariil setelah pihak yang bersangkutan meninggal 

dunia. 

 

B. Kedudukan Hukum Akta Kuasa Menjual Notariil dalam Proses Peralihan 

Hak Atas Tanah 

Pelralihan hak atas tanah melrupakan suatu pelristiwa dan/atau pelrbuatan 

hukum yang melngakibatkan telrjadinya pelrpindahan hak atas tanah selcara 
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yuridis dari pelmilik selbellumnya kelpada pelmilik yang baru. Pelralihan telrselbut 

diselngaja ollelh karelna adanya pelrbuatan hukum selpelrti jual belli, selwa-

melnyelwa, dan selbagainya, dan karelna suatu pelristiwa tidak diselngaja yakni 

belralihnya hak karelna warisan.82 

Melnurut Muhammad Yamin Lubis melnyatakan bahwa bila telrdapat 

kelhelndak yang diselngaja dan diselpakati atas selbidang tanah milik, maka 

didalamnya ada pelngalihan hak atas tanah telrselbut. Bila pelngalihan telrselbut 

dipaksakan ollelh kelwelnangan dan kelkuasaan Nelgara maka diselbut dicabut atau 

mungkin dinasiolnalisasikan. Dan ini pun harus delngan melnelmpuh pelrsyaratan, 

selbab telrjadi pelmutusan hubungan hukum kelpelmilikan di dalamnya.83 

Suatu pelrjanjian timbul karelna adanya sifat telrbuka dari buku III 

KUHPelrdata yang melmbelrikan kelbelbasan belrkolntrak selluas-luasnya kelpada 

subjelk hukum dalam melmbuat pelrjanjian delngan syarat tidak mellanggar 

pelraturan pelrundang-undangan, keltelrtiban umum, dan kelsusilaan, hal ini 

delngan jellas telrtuang dalam Pasal 1338 KUHPelrdata. Maksud dari pasal 

telrselbut melnyatakan bahwa pelrjanjian melngikat keldua bellah pihak. 

Para pihak dalam mellakukan pelrbuatan hukum jual belli tanah telntunya 

pelrlu melmpelrhatikan belbelrapa hal dan syarat selrta keltelntuan yang belrlaku. 

Baik dari pelmbayaran atas olbjelk tanah selcara lunas (bisa dilakukan selcara 

angsuran maupun kolntan), pelmbayaran pajak pelnjual dan pelmbelli, 

 
82 Arpa Syulrat Tambulno, 2023, “Rekonstrulksil Regullasil Peralilhan Hak Atas Tanah Dalam 

Silstem Hulkulm Ilndonesila Berbasils Nillail Keadillan Bermartabat”, Dilsertasil Fakulltas Hulkulm 

Ulnilssulla, Semarang, hlm. 2 
83 Mulhammad Yamiln Lulbils, 2008, Hulkulm Pendaftaran Tanah, Mandar Majul, Bandulng, 

Hlm. 27 
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melmvalidasi, celk fisik telrhadap kolndisi tanah asli delngan selrtifikat tanah, 

pelnandatanganan akta jual belli dan lain selbagainya. 84Namun, seliring 

belrjalannya waktu, pellaksanaan pelmbuatan AJB dihadapan PPAT melnelmui 

kelndala yang diselbabkan salah satu pihak belrhalangan hadir dan alasan lain 

yang dapat dibelnarkan. Mellihat hal ini Noltaris melngambil pelran dalam 

melnyellelsaikan urusan para pihak dalam prolsels jual belli tanah delngan 

mellakukan PPJB (pelrjanjian pelndahuluan) diselbabkan belbelrapa alasan 

diantaranya selbagai belrikut:85 

a. Bellum dapat dilakukan pelmbayaran telrhadap olbjelk selcara pelnuh atau 

lunas; 

b. Belrkas administrasi yang belrupa surat/dolkumeln olbjelk bellum dapat 

dilelngkapi; 

c. Bellum dikuasainya olbjelk ollelh para pihak 

d. Pelrtimbangan melngelnai nilai olbjelk yang dipelrjualbellikan yang masih 

bellum ada kelselpakatan antara para pihak. 

 

Kantolr Noltaris milik Bapak Mulyolnol, S.H., M.Kn PPJB dilaksanakan 

biasanya telrdapat suatu pelristiwa jual belli hak atas tanah yang pelmbayarannya 

dilakukan selcara belrtahap (angsuran) selsuai delnga jadwal yang tellah 

ditelntukan dalam kelselpakatan belrsama antara pelnjual dan pelmbelli. Lahirnya 

 
84 Devil Erilyantil & Fullly Handayanil Rildwan, 2022, Peranan Notarils Dalam Kepastilan 

Hulkulm Akta Kulasa Menjulal Terhadap Objek Julal Belil Yang Dilpailliltkan, Julrnal UlSM Law 

Revilew, Vol. 5, No.1, hlm. 256 
85 Paramilta Arilna Ratna, dkk, 2016, Wanprestasil Dalam Perjanjilan Pengilkatan Julal Belil 

Tanah dan Bangulnan (Stuldil Peneliltilan Pada Pengembangan Kota Semarang), Dilponegoro Law 

Joulrnal, Vol. 5, No. 3, hlm. 26 
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selbuah pelrjanjian yang dibuat ollelh selolrang noltaris atau peljabat yang 

belrwelnang melmiliki kelkuatan pelmbuktian yang pelnuh dan selmpurna. Ollelh 

karelna itu, melwujudkan kelpastian hukum kelpada para subjelk hukum yang 

mellakukan pelrjanjian selcara noltariil (akta noltaris). Akta Noltaris melrupakan 

akta oltelntik yang dibuat ollelh atau dihadapan noltaris. Noltaris selbagai peljabat 

yang belrwelnang melmbuat akta oltelntik dalam melmbelrikan pelrlindungan 

hukum dan kelpastian hukum kelpada masyarakat. 

Helrlieln Boleldiolnol melngelmukakan pelrjanjian melrupakan bantuan aksels 

yang belrfungsi selbagai pelrjanjian pelndahuluan yang belrbelntuk belbas, 

selhingga PPJB dikatelgolrikan selbagai pelrjanjian pelndahuluan yang dibuat 

selbellum dilaksanakannya pelrjanjian polkolk. 86 ollelh karelna itu, selbellum 

mellakukan jual belli dihadapan PPAT, para pihak harus melmelnuhi telrlelbih 

dahulu syarat-syarat yang diatur dalam jual belli yang telrtuang dalam PPJB.  

Pellaksanaan jual belli mellalui PPJB dilakukan delngan cara langsung 

melnandatangani AJB dihadapan PPAT dan dapat melnggunakan pelmbelrian 

kuasa. Pelnggunaan kuasa pelnuh yang tellah dicantumkan dalam PPJB 

belrbelntuk akta noltaris (akta noltariil). Akta kuasa melnjual ini melrupakan akta 

oltelntik selbagaimana diatur dalam padal 1868 KUHPelrdata yang melnyelbutkan 

bahwa suatu akta dalam belntuk yang ditelntukan ollelh undang-undang dibuat 

ollelh atau dihadapan pelgawai-pelgawai umum yang belrkuasa untuk itu ditelmpat 

dimana akta itu dibuat.  

 
86 Pultril Dewil Kulrnila & Amiln Pulrnawan, 2017, Perbedaan Perjanjilan Pengilkatan Julal Belil 

Lulnas Dengan Perjanjilan Pengilkatan Julal Belil Tildak Lulnas, Julrnal Akta, Vol. 4 No. 4, hlm. 620  
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Akta kuasa melnjual yang lahir dari PPJB belrbelntuk akta oltelntik telntu 

pelmbuatannya juga dalam belntuk akta noltaris (noltariil). Ollelh karelnaAkta 

Kuasa Melnjual belrbelntuk akta noltariil telntu pelmbuatannya melmelnuhi syarat-

syarat sahnya pelrjanjian, prinsip-prinsip pelrjanjian, kelbelnaran-kelbelnaran 

folrmil yang diselpakati ollelh para pihak, selhingga akta kuasa melnjual ini 

melmpelrollelh kelkuatan hukum selcara pelnuh dan selmpurna yang belrguna untuk 

melnjamin kelpastian hukum dilaksanakannya akta kuasa melnjual ini selrta 

melmbelrikan pelrlindungan bagi para pihak. 

Dalam salah satu klausul di dalam PPJB yang melnelrangkan apabila 

pihak pelrtama (pelnjual) belrhalangan hadir atau tidak dapat selcara pelnuh 

mellaksanakan kelwajibannya, maka dianggap pelnjual melmbelrikan kuasa 

kelpada pelmbelli atau pelnelrima kuasa untuk melnjalankan selgala Tindakan yang 

belrkelnaan atas tanah telrselbut supaya selrtifikat hak atas tanah telrselbut dapat 

dibalik nama kelpada pelnelrima kuasa atau pelmbelli. Dalam klausul ini 

melnyatakan selbagai dasar kelpastian dan pelrlindungan hukum atas hak yang 

selharusnya dipelrollelh ollelh pelmbelli atau pelnelrima kuasa. 

Akta kuasa melnjual dalam hal lahirnya akibat hukum dari PPJB maka 

didalamnya melmuat klausul belrsifat khusus yakni belrupa pelrbuatan 

melnyelrahkan atau melngalihkan suatu hak atas tanah. Karelna lahirnya belrasal 

dari pelrjanjian, telntunya di dalam akta kuasa melnjual belrisi pelrbuatan untuk 

melngaktualisasikan hal-hal yang telrtuang dalam PPJB. Pelnggunaan kuasa 

pelnuh yang dicantumkan dalam PPJB yang tellah diselpakati ollelh para pihak 

akan melnjadi undang-undang yang melngikat telrhadap kelduanya selhingga 
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harus dilaksanakan delngan itikad baik. Telntunya PPJB inilah yang melnjadi 

dasar yang kuat, pelnuh, dan selmpurna karelna belrbelntuk oltelntik, ollelh karelna 

itu pellaksanaan akta kuasa melnjual ini dapat melmbelrikan jaminan kelpastian 

dan pelrlindungan hukum bagi para pihak. 

Dalam hal dilaksanakannya akta kuasa melnjual ini untuk mellakukan 

pelnandatanganan akta jual belli, disinilah pelran PPAT selbagai peljabat yang 

belrwelnang harus dapat melrumuskan cara agar transaksi ini bisa dilakukan 

delngan aman dan telrpelnuhi nilai keladilan bagi pelmbelli dimana harga sudah 

dibayar lunas. Akibat hukum jika pelralihan hak atas tanah tidak mellalui balik 

nama selrtifikat hak milik (selcara yuridis) melmiliki banyak relsikol yang 

melngakibatkan mellelmahkannya keldudukan hukum suatu hak atas tanah.87 

Sellain itu, tanpa pelralihan hak selcara yuridis baik dihadapan PPAT maupun 

balik nama di Kantolr/Badan Pelrtanahan yang telntunya belrpoltelnsi melrugikan 

pelmbelli.  

Menurut pendapat penulis, pelrwujudan akta kuasa melnjual ini 

melngandung unsur-unsur kelpastian dan pelrlindungan hukum bagi para pihak. 

Melnurut Gustav Radbuch filsuf hukum dari Jelrman melmiliki tiga idel dasar 

hukum yang ollelh banyak pakar telolri hukum dan filsafat hukum diartikan 

delngan tiga tujuan hukum, diantaranya keladilan, kelmanfaatan, dan kelpastian 

hukum.88 Peltelr Mahmud Marzuki melmbelrikan pandangannya telntang 

 
87 Arpa Syulrat Tambulno, Op Cilt., hal. 8 
88 Trilstam P. Moelilono & Taniluls Sebastilan, 2015, Tendensil Redulksilonils Dan Ultilliltarilans 

Dalam Illmul Hulkulm Ilndonesila: Membaca Ullang Fillsafat Hulkulm Gulstav Radbulrch, Konferensil ke-

5 Ulnilversiltas Katolilk Parahyangan, hal. 6 
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kelpastian hukum dalam tulisannya, Kelpastian hukum adalah adanya aturan 

selmacam itu dan pellaksanaan aturan telrselbut melnimbulkan kelpastian hukum.89 

Dalam telolri kelpastian hukum melnurut Radbruch muncul belbelrapa 

gagasan yang belrasal dari salah satu dalil filsafat hukumnya, yakni filsafat 

hukum belrtugas untuk melrelflelksikan “kelnyataan hukum” yang harus 

dipikirkan selbagai relalisasi (pelrwujudan) dari idel hukum (cita hukum).90 

Melnurut Arielf Sidharta, melnjadikan tiga aspelk idel hukum telrselbut selbagai 

rujukan, melnyelbutnya selbagai cita hukum nasiolnal yang belrwujud Pancasila 

selrta melmandangnya selbagai tumpuan pelngelmbanan ilmu hukum nasiolnal.91 

Gustav Radbruch melngatakan kelpastian hukum adalah “schelrkelit dels 

relchts sellbst” (kelpastian hukum telntang hukum itu selndiri), telrdapat elmpat hal 

yang melndasar telrhadap telolri kelpastian hukum melnurut Gustav Radbruch, 

yakni selbagai belrikut: 

1. Hukum belrsifat polsitif yang belrarti bahwa hukum polsitif adalah 

pelrundang-undangan. 

2. Hukum belrdasarkan fakta, yang artinya bahwa hukum dibuat belrdasarkan 

pada kelnyataan atau keljadian nyata. Bukan selkeldar pelndapat atau rumusan 

pelnilaian. 

3. Fakta yang dimaksud harus dirumuskan atau telrcantum delngan jellas agar 

telrhindar dari kelkelliruan dalam pelmaknaan atau pelnafsiran selrta dapat 

delngan mudah dilaksanakan. 

 
89 Arpa Syulrat Tambulno, Op Cilt., hal. 28 
90 Trilstam P. Moelilono & Taniluls Sebastilan, Loc Cilt., hal. 6 
91 Ilbild, hlm. 7 
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4. Hukum polsitif tidak bollelh selring diubah. 

 

Melnurut Sudiknol Melrtolkusumol, kelpastian hukum adalah jaminan 

bahwa hukum dijalankan, bahwa yang belrhak melnurut hukum dapat 

melmpelrollelh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, 

kelpastian hukum melrupakan pellaksanaan hukum yang selsuai delngan bunyinya 

selhingga masyarakat melndapatkan kelpastian bahwa hukum tellah 

dilaksanakan.92  

Selcara nolrmatif, kelpastian hukum ialah selbuah pelraturan pelrundang-

undangan yang dibuat delngan pasti. Dalam hal ini kelpastian hukum melngatur 

selgala hal selcara jellas, belnar, dan lolgis. Ollelh karelna itu pellaksanaannya tidak 

ada kelraguan, jika telrdapat multitafsir dalam suatu pelraturan telntu akan 

belrakibat melnimbulkan kolnflik dalam nolrma di masyarakat yang belrujung 

pada suatu keltidakpastian hukum. 

Kelpastian hukum mutlak dicapai supaya dapat mellindungi kelpelntingan 

umum yang melmiliki fungsi utama pelnelgak keladilan dalam masyarakat, 

melnelgakkan kelpelrcayaan warga nelgara kelpada pelnguasa (pelmelrintah), dan 

melnelgakkan wibawa pelnguasa dihadapan pandangan warga nelgara. 93 Dalam 

hal ini hukum utamanya telrwujud selbagai pelrintah atau kelhelndak selcara polsitif 

yang tellah dirumuskan delngan jellas guna untuk melnjamin kelpastiannya. 

Tujuan untuk melmbelrikan suatu keljellasan telrhadap suatu nolrma hukum polsitif 

 
92 Bariltilm Parjulangan Silnaga, Fillsafat Hulkulm Mengajarkan Kepastilan Hulkulm, Makalah 

pada Fakulltas Hulkulm Ulnilversiltas Ekasaktil, Padang, hlm. 4 
93 Marilo Jullyano & Adiltya Yullil Sullilstyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastilan 

Hulkulm Melalulil Konstrulksil Penalaran Posiltilvilsme Hulkulm, Julrnal Crepildo, Vol. 1, No. 1, hlm. 20 
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(pelrundang-undangan) yang melndukung belkelrjanya sistelm hukum delngan 

baik dan lancar.  

Kelpastian dalam hukum dimaksudkan bahwa seltiap nolrma hukum 

harus dirumuskan delngan kalimat-kalimat yang didalamnya tidak melngandung 

pelnafsiran yang belrbelda-belda. Selbab hal ini belrpelngaruh telrhadap pelrilaku 

patuh atau tidak patuh telrhadap hukum. Kadangkala pelristiwa-pelristiwa hukum 

dihadapkan delngan jellas atau kurang selmpurnanya substansi nolrma hukum 

selhingga timbul pelnafsiran yang belrbelda-belda yang belrakibat melmbawa 

keltidakpastian hukum. Dalam hal ini kelpastian hukum dipelrlukan guna 

melwujudkan prinsip-prinsip pelrsamaan dihadapan hukum tanpa 

diskriminasi.94 

Kelpastian hukum melrupakan harapan bagi para pelncari keladilan, untuk 

melnghindarkan dari pelrbuatan selwelnang-welnang dari aparat pelnelgak hukum 

maupun pihak lainnya yang dibelrikan kelwelnangan. Selbab delngan adanya 

kelpastian hukum masyarakat dapat melmahami selcara jellas telrhadap hak dan 

kelwajibannya melnurut hukum. Selhingga tanpa adanya suatu kelpastian hukum, 

masyarakat tidak tahu apa yang harus dipelrbuat, tidak melmahami apakah 

pelrbuatannya belnar atau salah ataupun apakah pelrbuatannya dilarang tau tidak 

ollelh hukum. Ollelh karelna itu, adanya kelpastian hukum ini dapat melwujudkan 

nolrma hukum yang baik dan jellas dalam suatu undang-undang selrta belgitu juga 

delngan pellaksanaan atau pelnelrapannya. 95 

 
94 Ilbild, hal. 2 
95 Bariltilm Parjulangan Silnaga, Op Cilt., hal. 5-6 
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Kelpastian hukum melnyeldiakan aturan hukum yang jellas dan jelrnih, 

kolnsisteln selrta mudah diaksels. Aturan hukum ini melrupakan undang-undang 

yang dibuat ollelh pihak yang belrwelnang dan atas karelna kelkuasaannya. Selpelrti 

halnya pelmbuatan pelrjanjian. Belrdasarkan Pasal 1338 KUHPelrdata yang pada 

intinya melnyatakan bahwa pelrjanjian yang dibuat selcara sah belrlaku selbagai 

undang-undang bagi melrelka yang melmbuatnya dan dalam pellaksanaannya 

dilakukan delngan itikad baik.  

Pelrjanjian Pelngikatan Jual Belli (PPJB) yang dibuat selcara sah 

dihadapan selolrang noltaris delngan dihadiri ollelh para pihak, lalu dituangkan 

dalam selbuah akta noltaris (noltariil) maka pelrjanjian ini melnjadi akta oltelntik 

yang melmiliki kelkuatan hukum pelnuh dan selmpurna. Mellaksanakan pelrjanjian 

delngan itikad baik ollelh para pihak melrupakan belntuk kelpastian hukum yang 

dapat mellindungi kelpelntingan para pihak. Di dalam pelngikatan jual belli 

telrselbut melnyatakan selgala belntuk hak dan kelwajiban para pihak, selhingga 

para pihak melngeltahui apa yang harus dipelrbuat, apa saja pelrbuatan yang harus 

dilakuakn dan tidak dilakukan selrta melmahami pelrbuatan apa saja yang 

melnjadi larangan dalam PPJB.  

Noltaris selbagai peljabat yang belrpijak pada kaidah-kaidah hukum 

supaya noltaris melngeldelpankan prinsip dalam rangka mellaksanakan tugas dan 

jabatannya bisa melmbelri kelpastian hukum untuk mellindungi kelpelntingan 

masyarakat yang belrkelpelntingan. Noltaris dalam melmbuat akta-akta telntunya 

belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan dan koldel eltik selrta UUJN. Dalam 

pelmbuatan akta noltariil selolrang noltaris belrtanggungjawab atas keloltelntikan 
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suatu akta yang dibuatnya. Telrdapat tiga aspelk apabila dikaitakn delngan 

kelkuatan nilai pelmbuktian dari akta noltaris (noltariil) yakni aspelk lahiriah, 

aspelk folrmal, dan aspelk matelriil.96 Akta yang dilihat dari luarnya (lahirnya) 

selbagai akta oltelntik yang selsuai delngan aturan hukum syarat-syarat suatu akta 

oltelntik. Selrta dalam hal pelmbuktian folrmal akta noltaris harus melmbelrikan 

kelpastian bahwa keljadian dan fakta yang telrjadi telrselbut belnar-belnar dilakukan 

ollelh selolrang noltaris atau ditelrangkan ollelh para pihak pelnghadap selrta prolseldur 

pelncantuman dalam akta yang sudah belnar. Maksud pelmbuktian selcara folrmal 

dalam akta noltaris ialah belrkelnaan telntang hal-hal selcara folrmil antara lain 

pelmbuktian kelbelnaran dan kelpastian pelrihal hari, tanggal, bulan, tahun, pukul 

(waktu) melnghadap, hingga kelbelnaran paraf dan tanda tangan, saksi, dan 

selgala hal yang belrsifat folrmil. Seldangkan pelmbuktian akta noltaris dari aspelk 

matelriil yaitu kelpastian dan kelbelnaran suatu matelri akta bahwa apa yang 

diselbutkan dalam akta melrupakan pelmbuktian yang sah telrhadap para pihak 

yang belrkelpelntingan hal ini belrkaitan telntang melndapatkan haknya atas suatu 

hal yang dipelrjanjikan.97 

Pelrihal klausul dalam PPJB belrisi hak dan kelwajiban para pihak yang 

selpakat melngikatkan diri dalam pelrjanjian telrselbut telntunya harus 

dilaksanakan selbagaimana keltelntuan dan itikad baik. Keltika telrdapat PPJB 

lunas maka noltaris akan melnyarankan untuk melmbuat akta kuasa melnjual. 

 
96 A. A. Andil Prayiltno, 2010, “Pengetahulan Praktils Tentang Apa dan Silapa Notarils dil 

Ilndonesila”, Pultra Medila Nulsantara, hlm. 51-52 
97 Rahmil Dwilyana, 2013, Perlilndulngan Hulkulm Notarils dalam menjaga kerahasilaan akta 

pasca pultulsan mahkamah konstiltulsil Nomor 49/PUlUl-X/2012 Jo Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 

2014, Julrnal Illmul Hulkulm Legal Opilnilon, Vol. 1, No. 6, hlm. 6 



89 

 

 

 

Selbab adanya akta ini melrupakan belntuk lanjutan untuk melmbelrikan jaminan 

kelpada pelmbelli yang tellah mellunasi suatu olbjelk tanah yang dipelrjanjikan. 

Belgitu juga selbaliknya selolrang noltaris akan melnollak untuk melmbuat akta 

kuasa melnjual apabila PPJB telrselbut bellum lunas karelna dikhawatirkan akan 

disalahgunakan dan timbul pelrmasalahan dikelmudian hari. 

Pelmbuatan akta kuasa melnjual melnurut KUHPelrdata melmang tidak 

diatur selcara elksplisit dalam suatu pasal telrtelntu. Namun, pellaksanaannya 

melrupakan pelnjabaran yang luas dari sifat telrbukanya buku kel III KUHPelrdata 

melngelnai kelbelbasan belrkolntrak Pasal 1338 dan juga pelmbelrian kuasa yang 

diatur dalam Pasal 1792 sampai delngan Pasal 1819 KUHPelrdata. Pada 

pelnjabaran selbellumnya tellah dinyatakan bahwa klausul-klausul pelmbelrian 

kuasa melnjadi salah satu substansi dari PPJB. Kuasa-kuasa yang dimaksud ini 

ialah kuasa-kuasa yang akan diatur lelbih lanjut dalam akta kuasa melnjual 

noltariil. 98 

Belrdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN yang belrbunyi Akta Noltaris adalah 

akta oltelntik yang dibuat ollelh atau di hadapan noltaris melnurut belntuk dan tata 

cara yang diteltapkan dalam undang-undang ini. Bahwa akta kuasa melnjual 

melrupakan akta noltaris (akta noltariil) dikarelnakan belntuk dan tata cara 

pelmbuatannya ditelntukan ollelh undang-undang, baik dari KUHPelrdata, UUJN, 

dan pelraturan lainnya. Pelrlu dipahami bahwa adanya Akta kuasa melnjual tidak 

lahir belgitu saja, telrdapat pelrjanjian pelndahuluan atau pelrbuatan yang selcara 

 
98 Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyono, S.H., M.Kn. sebagai Notaris/PPAT di 

Kabupaten Grobogan pada tanggal 20 Juni 2024 
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nyata tellah dilakukan dalam belntuk tunai atau fakta. Selhingga akta kuasa 

melnjual melrupakan hal yang tidak telrpisahkan dari pelrbuatan atau kelselpakatan 

selbellumnya. 

Belrdasarkan Pasal 1868 KUHPelrdata Akta Oltelntik adalah suatu tulisan 

yang di dalam belntuknya ditelntukan ollelh undang-undang, dibuat ollelh atau 

dihadapan peljabat umum yang belrkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya. 

Kelmudian pada Pasal 1871 KUHPelrdata dijellaskan bahwa akta dalam hielrarki 

pelmbuktian melmpunyai kelududukan selbagai alat bukti yang selmpurna. 

Adanya akta kuasa melnjual ini melmiliki tujuan untuk melmbelrikan kuasa 

kelpada pelnelrima kuasa selcara khusus belrtindak untuk dan atas nama pelmbelri 

kuasa guna melnjual dan melnyelrahkan hak atas tanah yang tellah melmelnuhi 

selgala keltelntuan dalam pelrjanjian pelngikatan jual belli atau tellah dibayarkan 

selcara lunas. 

Akta kuasa melnjual melrupakan salah satu belntuk dari kuasa khusus, 

yang dibuat melngikuti pelmbuatan pelrjanjian pelngikatan jual belli hak atas 

tanah di hadapan noltaris. Akta kuasa melnjual ini selbagai pelrlindungan dan 

wujud dari kelpastian hukum kelpada para pihak khsususnya pelmbelli keltika 

akad jual belli dan pelmbayarannya sudah dilaksanakan (lunas). Pelrlu dipahami 

bahwa prolsels pelralihan hak atas tanah yang telrjadi melrupakan suatu rangkaian 

pelristiwa dan/atau pelrbuatan hukum yang melngakibatkan telrjadinya 

pelmindahan hak atas tanah dari pelmilik kelpada pihak lainnya hingga prolse ls 

balik nama di Kantolr/Badan Pelrtanahan Nasiolnal. 
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Adapun prolseldur balik nama selrtifikat hak atas tanah dan hak milik atas 

satuan rumah susun, pelnulis sajikan dalam belntuk skelma alur, selbagai belrikut: 

Gambar1. 2 Skelma Prolse ls Balik Selrtifikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun di Kantolr/Badan Pelrtanahan Nasiolnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumbelr: Kantolr Pelrtanahan Kolta Bandar Lampung, Kantolr Wilayah BPN Prolvinsi 
Lmapung,https://sippn.melnpan.gol.id/pellayanan-publik/8103280/kantolr-wilayah-bpn-

prolvinsi-lampung/pellayanan-pelmelliharaan-data-pelndaftaran-tanah-ganti-nama-selrtipikat-

hak-atas-tanah-dan-hak-milik-atas-rumah-susun 

 

Dari skelma diatas jellas telrlihat bahwa dalam prolsels balik nama 

selrtifikat akibat suatu pelralihan hak atas tanah melmelrlukan dolkumeln dan 

syarat pelrmolholnan balik nama antara lain, selrtifikat tanah asli, akta jual belli, 

bukti pelmbayaran, melngisi folrmular pelrmolholnan dan lainnya. Apabila prolsels 

pelralihan hak atas tanah telrjadi akibat dari jual belli mellalui PPJB dan Akta 

Kuasa Melnjual Noltariil, maka keldua dolkumeln telrselbut juga dikumpulkan 

selbagai dolkumeln pelrmolholnan balik nama.99  

 
99 Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyono, S.H., M.Kn. sebagai Notaris/PPAT di 

Kabupaten Grobogan pada tanggal 20 Juni 2024 

https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8103280/kantor-wilayah-bpn-provinsi-lampung/pelayanan-pemeliharaan-data-pendaftaran-tanah-ganti-nama-sertipikat-hak-atas-tanah-dan-hak-milik-atas-rumah-susun
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8103280/kantor-wilayah-bpn-provinsi-lampung/pelayanan-pemeliharaan-data-pendaftaran-tanah-ganti-nama-sertipikat-hak-atas-tanah-dan-hak-milik-atas-rumah-susun
https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8103280/kantor-wilayah-bpn-provinsi-lampung/pelayanan-pemeliharaan-data-pendaftaran-tanah-ganti-nama-sertipikat-hak-atas-tanah-dan-hak-milik-atas-rumah-susun


92 

 

 

 

Muhammad Yamin Lubis melnyatakan pelralihan ini melrupakan suatu 

pelrbuatan atas kelhelndak yang diselngaja dan diselpakati atas selbidang tanah 

milik maka maka di dalamnya telrdapat suatu prolsels pelngalihan hak atas tanah 

telrselbut. Telntu salah satu pelrbuatan atau pelristiwa hukum telrjadinya prolse ls 

pelralihan hak atas tanah ialah mellalui prolsels jual belli. Delngan selgala prolse ls 

dan runtutan pelralihan hak atas tanah mellalui jual belli dapat dilakukan mellalui 

akta kuasa melnjual seltellah melmelnuhi syarat dan keltelntuan yang belrlaku. 

khsususnya melmbelrikan kelpastian dan pelrlindungan hukum kelpada pelmbelli 

keltika mellakukan akad jual belli dihadapan PPAT dan tellah mellakukan 

pelmbayaran (sudah lunas). Delngan delmikian, hadirnya akta kuasa melnjual 

dalam prolsels pelralihan hak atas tanah diakui selcara sah keldudukannya melnurut 

hukum Indolnelsia dan melmpelrollelh kelkuatan pelmbuktian selmpurna yang 

pelmbuatan akta telrselbut dilakukan dihadapan noltaris dan dituangkan dalam 

akta noltaris (noltariil).  

Dalam hal ini Kantolr/Badan Pelrtanahan Nasiolnal tidak belrhak melnollak 

Akta jual belli yang dibuat delngan akta kuasa melnjual noltariil, kelcuali telrdapat 

syarat-syarat matelriil telrkait dasar PPJB yang tidak belnar atau belrtelntangan 

delngan undang-undang, keltelrtiban umum, dan kelsusilaan. Dan telrhadap akta 

kuasa melnjual mutlak yang diatur dalam Instruksi Melntelri Dalam Nelgelri 

Nolmolr 14 Tahun 1982 Telntang Larangan Pelnggunaan Kuasa Mutlak Selbagai 

Pelmindahan Hak Atas Tanah. Selbab selgala hal pelrsyaratan maupun dolkumeln-

dolkumeln yang digunakan untuk balik nama selrtifikat tellah melmiliki kelpastian 
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hukum yang dibuat selcara noltariil selrta melmuat hak substitusi dan kelselpakatan 

lainnya yang tellah diseltujui para pihak. 100 

Menurut hemat penulis, kedudukan hukum akta kuasa menjual notariil 

dalam proses peralihan ha katas tanah perlu dipertajam dengan 

dicantumkannya kewenangan tersebut dalam UUJN supaya dalam melakukan 

Tindakan dan kewenangan Notaris memiliki kepastian hukum (melaksanakan 

sesuai apa yang tertulis). Selain itu, pelayanan hukum dan konsultasi hukum 

terkait akta kuasa menjual ini bukan hanya sekedar pemberitahuan atau 

rekomendasi, akan tetapi penjelasan secara menyeluruh maksud, tujuan, dan 

manfaat dari dibuatkannya akta kuasa menjual notariil supaya masyarakat atau 

pihak yang bersangkutan memahami makna dari akta kuasa menjual notariil 

secara keseluruhan. 

Eksistensi akta kuasa menjual notariil dalam dunia peralihan hak atas 

tanah bukan hal baru lagi, ini merupakan terobosan hukum yang efektif untuk 

menangani kerumitan jual beli tanah secara tunai (langsung seketika) dan 

pengurusan dokumen-dokumen lainnya. Mengingat ini adalah sumbangsih dari 

notaris terhadap kewenangannya menurut Pasal 15 ayat (1) huruf f mengenai 

akta yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam memenuhi unsur kepastian 

hukum, keabsahan, perlindungan, dan dapat dipertanggungjawabkan seorang 

notaris harus melakukan segala hal dalam lingkup dan koridor kode etik 

notaris. Dengan dibuatkannya akta kuasa menjual notariil yang sempurna dan 

 
100 Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyono, S.H., M.Kn. sebagai Notaris/PPAT di 

Kabupaten Grobogan pada tanggal 6 Mei 2024 
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sah tentunya akan menjadi kejelasan dan ketegasan bagi para pihak terkait. 

Maka dari itu, dengan adanya aspek yuridis dalam akta kuasa menjual notariil 

merupakan bukti dimana segala hal yang tercantum didalamnya dan perbuatan 

hukum lainnya yang tidak dapat dipisahkan daripadanya menjadi jaminan 

bahwa hukum dilaksanakan dengan baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan hasil dari pelnellitian melngelnai keldudukan hukum akta 

kuasa melnjual noltariil dalam prolsels pelralihan hak atas tanah delngan lolkasi 

pelnellitian di Kantolr Noltaris/PPAT Bapak Mulyolnol, S.H., M.Kn. yang sudah 

diuraikan diatas, maka pelnulis bisa melnarik kelsimpulan bahwa dalam proses 

pembuatannya perlu dilakukan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan 

oleh para pihak di hadapan notaris. Hal ini menjadi dasar atas pembuatan akta 

kuasa menjual notariil. Bahwa akta ini tidak serta merta dapat mengalihkan 

kepemilikan tanah, sebab peralihan ha katas tanah dilakukan di hadapan PPAT 

dengan dibuktikan ditandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) oleh para pihak.  

Dasar dibuatkannya akta kuasa menjual notariil ialah jika dan hanya 

jika seluruh prestasi yang telah disepakati di dalam perjanjian pendahuluan 

atau perjanjian pokok dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak. Apabila 

dalam suatu perbuatan hukum jual beli tanah antara penjual dan pembeli. 

Namun, pembeli belum membayar lunas atas tanah tersebut. Maka akta kuasa 

menjual notariil tidak akan pernah dibuat sepanjang belum tunai kewajiban dari 

pembeli. Begitu pula sebaliknya apabila pembeli telah melaksanakan 

kewajibannya maka dapat dengan segera dibuatkan akta kuasa menjual notariil 

untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT. Proses jual 

beli atau perbuatan hukum ini harus dibuktikan keabsahannya melalui akta 

yang dibuat oleh PPAT yakni Akta Jual Beli, selanjutnya seluruh dokumen dan 
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Akta tersebut didaftarkan dengan permohonan balik nama kepada kantor 

ATR/BPN daerah setempat. 

Melihat proses pembuatan akta kuasa menjual notariil dalam proses 

peralihan ha katas tanah tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran dan 

tanggungjawab dari Notaris maupun PPAT. Keduanya memegang peran 

penting dalam pejabat yang berwenang dalam pembuatan produk hukumnya 

masing-masing. Sebagai pejabat yang berwenang menentukan keabsahan, 

bukti autentik, dan tanggungjawab terhadap akta-akta yang dibuatnya 

mengandung nilai-nilai kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

Kedudukan hukum akta kuasa menjual notariil ditinjau dari UUPA 

dinyatakan secara jelas dan terperinci bahwa dalam mengatur hubungan hukum 

dan perbuatan hukum atas subyek hukum terhadap bumi, air, dan ruang 

angkasa harus terdapat pejabat yang memastikan keabsahan dan 

tanggungjawab perbuatan tersebut. Dengan ini sebagai pengejawantahan 

UUPA tersebut, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan 

perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan 

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana maksud dari perbuatan hukum 

diatas ialah meliputi delapan (8) hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 

(2) yakni Jual Beli, Hibah, Tukar Menukar, Pemasukan Dalam Perusahaan 

(Inbreng), Pemberian Hak Tanggungan, Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak 

Pakai atas Hak Milik, Kuasa membebankan hak tanggungan, dan Pembagian 

Hak Bersama.  
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Ditinjau dari kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang 

berwenang dalam ihwal pertanahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat 

(1) huruf  f UUJN yakni membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Hal 

ini berarti Notaris memiliki kewenangan dalam lingkup sempit ihwal 

pertanahan. Maksud dari lingkup sempit disini ialah Notaris berwenang 

membuat akta pertanahan sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan 

pejabat atau pihak lain yang ditentukan oleh peraturan perundnag-undangan. 

Melihat fenomena ini yang dikaitkan dengan penelitian penulis yakni 

Perjanjian pengikatan jual beli dan Akta Kuasa menjual notariil ialah lingkup 

pertanahan yang bukan kewenangan PPAT dan menjadi kewenangan seorang 

Notaris. Selain itu keautentikan akta yang dibuat oleh notaris menjadi jaminan 

kepastian dan perlindungan hukum. Maka dari itu, kedudukan hukum akta 

kuasa menjual notariil dalam proses peralihan hak atas tanah telah diakui 

jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumnya dalam peraturan-

perundang-undangan. 

B. Saran 

Belrdasarkan kelsimpulan diatas maka pelnelliti dapat melmbelrikan saran 

selbagai belrikut: 

1. Pembuatan akta kuasa menjual notariil dalam proses peralihan hak atas 

tanah yang terjadi melalui perjanjian pendahuluan dalam hal ini ialah 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) perlu dilakukan observasi terhadap 

problematika hukum yang terjadi supaya mengantisipasi terjadinya 

masalah hukum dikemudian hari. 
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2. Ketelitian dan kecermatan serta unsur kehati-hatian dalam melaksanakan 

tugas dan kewenangan seorang Notaris perlu ditingkatkan dan tetap 

berlandaskan pada kode etik dan UUJN sebagai koridor supaya Notaris 

berjalan dengan benar. Sebab berbagai modus operandi yang dilakukan 

oleh masyarakat untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam kasus 

pertanahan. 

3. Memastikan para pihak telah melaksanakan masing-masing kewajibannya, 

terutama pada kepastian pembayaran. Pembuatan akta kuasa menjual hanya 

boleh dilakukan setelah seluruh kewajiban pembayaran dilunasi oleh 

pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada 

kewajiban yang tertunda dan peralihan hak dapat dilakukan dengan lancar. 

4. Memastikan perlindungan hukum, bahwa setiap akta kuasa menjual dapat 

memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat terutama 

terkait hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian 

pendahuluan.  
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